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KATA PENGANTAR

Pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan
Peraturan Bupati Magetan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Satu Data Magetan, untuk
mewujudkan  ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat
dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan
Daerah, mendorong keterbukaan dan transparansi data, serta mendukung Sistem Statistik

Nasional (SSN), maka data yang disajikan perlu memenuhi prinsip-prinsip Satu Data Indonesia.

Pemenuhan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia yang meliputi pemenuhan standart
data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi harus dilakukan dengan baik untuk
meminimalisir multitafsir pada data yang disajikan. Data harus memiliki informasi tentang
data itu sendiri atau yang lebih dikenal dengan metadata. Pemenuhan metadata atas data-
data yang terdapat dalam Portal Satu Data Magetan (DASATAMA) perlu dilakukan agar data
yang disajikan dapat dimanfaatkan secara maksimal. Untuk itu, kami menyusun dokumen
Metadata Statistik Daerah, yaitu informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk
menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan

pengelolaan informasi data.

Kami mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah berperan secara aktif
untuk menyelesaikan proses penyusunan Dokumen Metadata Statistik Sektoral Kabupaten
Magetan tahun 2025. Kami berharap semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat bagi
semua pihak yang membutuhkan informasi tentang data statistik sektoral untuk menunjang

berbagai kegiatan yang berbasis data.

Magetan, 30 Desember 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MAGETAN

E 4 ﬁjua}':". E

CAHAYA WIJAYA, S.STP.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 197605201995111001

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah
ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh
BSrE.



Daftar Isi

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan ..........cccccccoiiiiiiii it e e e e e e e e e s 1
Badan Kesatuan Bangsa dan POlitiK..............cccooeiiiiiiiiiiiiii e 3
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.................ccccceeevviieiciccnnnnnnneeeneenen. 4
Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah................cccccooviiiiiii et 6
Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah ...............ccccoeiiiiiiii e 10
Dinas Koperasi dan Usaha IMIIKIO ..............ooooiiiiiiii it rre e e e e e aaaeee e 12
DiNAS SOSIAN ... s s e s e e s e e e s nre e e s e reeesanrenenan 15
DiNAs PErhUBUNGAN ..........oooiiiiiiii et e e e s st aa e e e e s sssareeeeesennnrreeaeeas 26
Dinas Peternakan dan Perikanan.............coooei it 27
DiNas TeNABA KeIJa.......ccooiiiie e e e s st e e et e et e e eaeaaeaaeaeeeeeeensanansanannrraens 29
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan..............ccccccoiiiiiiiii e 30
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ... 32
Dinas Perindustrian dan Perdagangan ...............ccoooiiiiiiiiii e e e e 37
Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan.................ooiiiiiiiiiiii ittt e e e e e e e e aaaeee e 38
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ..............ccooooiiiiiiiiiieeeeeeee e 41
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu ..............cccccoiiiiiiiiiiiee s 43
SEKretariat DPRD............oiiiiiiieiiie ettt ee et e e sttt e st e e s b bt e e s be e e e sbe e e e snre e e e beeeesnreeesnreeas 46
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RUANE ..........cc..uiiiiiiiiiiiiiiee et e e e e e e saaaeee e 46

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan

ANAK .. e e e et a et e s b e e e s b re e e s nre e e e bee e e snneeesnreeas 50
Dinas Komunikasi dan Informatika................coooiiiiiiiiiiii e 53
Bagian Perekonomian dan SDA ..............cooiiiiiiii it e e e e e e r e e e e s aaarreaae s 56
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman ..............ccoiiiiiiiiiiiiiiieneeeeeee e 58
RSUD dr. SQYIdiman ............eiiiiiiiiiceeeceee et e e e e e e e e e e eaaaaaaaeeeaeeeeeesasaannnnnnrenes 61
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemandam Kebakaran................cccccoooviiiiiiiiiiii e, 63
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan..............cccccoooiiiiiiniiiiii e 65
Bagian Tata Pemerintah..............ooooiiiiiiii e e e e aaraeaae s 68
Bagian OFganiSasi........ccccieiiiiiiiiiiiiiiiiieeee et e et e e e e e e e e s s e s s s st et e e e et e e e et aaeaaeeeeeeeeaaaaaaaaannrarranes 68
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah...................ccccceuees 69
DiINAs KESENAtAN..........coiiiiiiiiiii et ettt e e st e e s ab e e e s bee e e s b ee e e sabeeesaareeeean 71
Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga ..............ccccoeuiiiiiii i 79






Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Nama Daftar Kode Kode
No Data Standart referensi
Statistik
1 Indeks Minat KO01112 2.23
Baca
2 Indeks 10310006 2.24
Pembangunan
Literasi
Masyarakat

Urusan
Bidang

Bidang
Perpustakaan

Bidang
Kearsipan

Konsep

Minat Baca

Unsur
Pembangun
Literasi
Masyarakat

Definisi

Ukuran yang digunakan untuk
menunjukkan tingkat ketertarikan dan
aktivitas membaca seseorang atau
kelompok Masyarakat

Data tingkat pembangunan literasi
masyarakat yang diperoleh dari unsur-
unsur pembangun literasi masyarakat
(UPLM) vyang bersumber dari data
sekunder dan aspek masyarakat (AM)
dalam upaya membina dan
mengembangkan perpustakaan sebagai
wahana belajar sepanjang hayat guna
meningkatkan literasi masyarakat. Unsur
Pembangunan  Literasi  Masyarakat
(UPLM) terdiri dari 7 komponen, vyaitu
Pemerataan Layanan Perpustakaan,
Ketercukupan Koleksi, Ketercukupan
Tenaga Perpustakaan, Tingkat Kunjungan

Masyarakat per Hari, Jumlah
Perpustakaan  berstandar  Nasional
Perpustakaan (SNP), Keterlibatan

Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi,
dan Anggota Perpustakaan. Aspek
masyarakat (AM) terdiri dari 4
komponen, vyaitu Jumlah Penduduk,
Jumlah Civitas Sekolah, Jumlah Civitas
Akademika, Jumlah Penduduk vyang
Bekerja

Klasifikasi

Wilayah

Ukuran

Indeks

Indeks

Satuan

Indeks

Indeks

Periode

Tahunan

Tahunan

Akses

Terbuka

Terbuka

Cakupan
Wilayah

Kabupaten

Kabupaten



No

Nama Daftar
Data

Jumlah
Anggota
Perpustakaan
Jumlah Arsip

Jumlah
Pengunjung
Perpustakaan
Koleksi Buku
Perpustakaan
Persentase
Perangkat
Daerah yang
Mengelola
Arsip secara
Elektronik
Persentase
Perangkat
Daerah yang
Mengelola
Arsip sesuai
Tata Kelola
Kearsipan

Kode
Standart
Statistik

10910060
34010022

K01694

10910011

K02341

K02341

Kode
referensi

2.23

2.24

2.23

2.23

2.24

2.24

Urusan
Bidang

Bidang
Perpustakaan

Bidang
Kearsipan
Bidang
Perpustakaan

Bidang
Perpustakaan
Bidang
Kearsipan

Bidang
Kearsipan

Konsep

Anggota
Perpustakaan

Jumlah Arsip

Pengunjung
Perpustakaan

Buku

Arsip

Arsip

Definisi

Banyaknya Anggota Perpustakaan baik
digital maupun non digital

Banyaknya arsip yang dimiliki

Banyaknya pengunjung perpustakaan
baik perpustakaan umum, digital, dan
keliling

Banyaknya koleksi buku yang dimiliki
oleh perpustakaan

ukuran yang menunjukkan seberapa
banyak dari seluruh perangkat daerah
dalam suatu wilayah vyang telah
menerapkan sistem pengelolaan arsip
berbasis digital

perbandingan antara jumlah perangkat
daerah yang telah  menerapkan
pengelolaan arsip sesuai peraturan
perundang-undangan dengan total
jumlah perangkat daerah, dinyatakan
dalam satuan persen

Klasifikasi

Jenis
Perpustakaan

Jenis Arsip

Jenis
Perpustakaan

Jenis Koleksi
Buku

Ukuran Satuan
Jumlah Orang
Jumlah Dokumen
Jumlah Orang
Jumlah Judul;

Eksemplar
Persentase Persen
Persentase Persen

Periode

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Akses

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Cakupan
Wilayah

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten



Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No

Nama Daftar
Data

Jumlah Ormas
Binaan
Berdasarkan
Bentuk
Organisasi

Ormas
berdasarkan
Jenis Kegiatan
Ormas

Ormas
Berdasarkan
Kecamatan

Rekapitulasi
ljin KKN/
Survei /
Penelitian

Kode
Standart
Statistik

Kode
referensi

1.05

1.05

1.05

1.05

Urusan
Bidang

Bidang
Ketentraman
dan
Ketertiban
Umum Serta
Perlindungan
Masyarakat
Bidang
Ketentraman
dan
Ketertiban
Umum Serta
Perlindungan
Masyarakat
Bidang
Ketentraman
dan
Ketertiban
Umum Serta
Perlindungan
Masyarakat
Bidang
Ketentraman
dan
Ketertiban
Umum Serta
Perlindungan
Masyarakat

Konsep

Ormas

Ormas

Ormas

ljin KKN/
Survei /
Penelitian

Definisi

Banyaknya Organisasi masyarakat
Binaan Berdasarkan Bentuk Organisasi

Banyaknya Organisasi Masyarakat
berdasarkan Jenis Kegiatannya

Banyaknya Organisasi masyarakat per
Kecamatan

Banyaknya pengajuan ijin
KKN/Survei/penelitian di Kab.Magetan

Klasifikasi

Jenis Ormas
Binaan
Berdasarkan
Bentuk
Organisasi

Jenis Ormas
berdasarkan
Jenis
Kegiatan
Ormas

Wilayah
(Kecamatan)

Jenis ljin
KKN/ Survei /
Penelitian

Ukuran

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Satuan

Ormas

Ormas

Ormas

Dokumen

Periode

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Akses

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Cakupan
Wilayah

Kabupaten

Kabupaten

Kecamatan

Kabupaten



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Nama Daftar Kode Kode Urusan Cakupan
No Standart . . Konsep Definisi Klasifikasi Ukuran Satuan Periode Akses .
Data . referensi Bidang Wilayah
Statistik
1 | ASN Berdasar 25010050 5.03 Kepegawaian = Aparatur Sipil Banyaknya ASN berdasarkan jenis Jenis Kelamin | Jumlah Orang Tahunan Terbuka @ Kabupaten
Jenis Kelamin Negara kelamin
2 DIKLATPIM 25010010 5.03 Kepegawaian  Diklat; Banyaknya ASN yang mengikuti diklat Jenis Jumlah Orang Tahunan Terbuka Kabupaten
Pelatihan kepemimpinan untuk mencapai Diklatpim
kompetensi kepemimpinan aparatur
pemerintah sesuai dengan jabatan
structural
3 Jumlah K01300 5.03 Kepegawaian Pegawai Banyaknya pegawai berdasarkan eselon = Tingkatan Jumlah Orang Tahunan Terbuka @ Kabupaten
Pegawai Negeri Sipil Eselon
berdarkan
Eselon
Pegawai
4  Jumlah 25020001 5.03 Kepegawaian Pegawai Tingkat atau jenjang kedudukan seorang = Golongan Jumlah Orang Tahunan Terbuka Kabupaten
Pegawai Negeri Sipil PNS dalam rangkaian sistem Pegawai
berdarkan kepegawaian yang digunakan sebagai
Golongan dasar penggajian.
5 Indeks K00147 5.03 Kepegawaian  IP ASN ukuran statistik yang menggambarkan Indeks Tahunan Terbuka @ Kabupaten
Profesionalitas kualitas seorang Pegawai Negeri Sipil
ASN (PNS) berdasarkan kualifikasi,
kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan
dalam menjalankan tugas jabatan
6 Indeks Sistem 5.03 Kepegawaian | Indeks ukuran yang digunakan untuk menilai Indeks Tahunan  Terbuka @ Kabupaten
Merit Sistem Merit = sejauh mana sebuah instansi

pemerintah menerapkan prinsip-prinsip
meritokrasi dalam manajemen sumber
daya manusianya. Indeks ini mengukur



No

10

11

Nama Daftar
Data

Jumlah
Pegawai
berdasarkan
jabatan
Jumlah
pegawai
berdasarkan
pendidikan
Jumlah PNS
Baru

Jumlah PNS
Mutasi

Jumlah PNS
Pensiun

Kode
Standart
Statistik

10220005

25010050

25010050

25010050

25010050

Kode
referensi

5.03

5.03

5.03

5.03

5.03

Urusan
Bidang

Kepegawaian

Kepegawaian

Kepegawaian

Kepegawaian

Kepegawaian

Konsep

Jabatan

Pendidikan

Pegawai
Negeri Sipil
Baru
Pegawai
Negeri Sipil
Mutasi
Pegawai
Negeri Sipil
Pensiun

Definisi Klasifikasi
penerapan sistem merit berdasarkan
berbagai aspek seperti perencanaan
kebutuhan, pengadaan, pengembangan
karier, promosi, mutasi, manajemen
kinerja, penggajian, penghargaan,
disiplin, perlindungan, dan pelayanan
ASN.

Sekelompok jabatan pada instansi
pemerintah

Jenis Jabatan

Banyaknya pegawai berdasarkan Jenjang
Pendidikan Pendidikan
Banyaknya pegawai negeri sipil yang Jenis ASN

berstatus baru diangkat

Banyaknya pegawai negeri sipil yang
dipindah tugaskan ke instansi atau
daerah tertentu

Total kuantitas Pegawai Negeri Sipil
(PNS) yang telah diberhentikan dari
jabatannya dengan hak pensiun, baik
karena telah mencapai batas usia
pensiun (BUP) atau karena alasan lain
sesuai peraturan perundang-undangan,
dan saat ini berhak menerima tunjangan
pensiun sebagai jaminan hari tua

Ukuran

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Satuan

Orang

Orang

Orang

Orang

Orang

Periode

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Akses

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Cakupan
Wilayah

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten

Magetan

Magetan



Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No

Nama Daftar
Data

Desa/
Kelurahan
Rawan Bencana
berdasarkan
jenis ancaman

Desa/Kelurahan
Rawan Bencana
Berdasarkan
tingkat
ancaman

Desa/Kelurahan
Tangguh
Bencana
(Tingkatan)

Desa/Kelurahan
Tangguh
Bencana
berdasarkan
jenis ancaman

Kode
Standart
Statistik

K00255

K00255

K00255

K00255

Kode
referensi

1.05

1.05

1.05

1.05

Urusan
Bidang

Bidang
Ketentraman
dan
Ketertiban
Umum Serta
Perlindungan
Masyarakat
Bidang
Ketentraman
dan
Ketertiban
Umum Serta
Perlindungan
Masyarakat
Bidang
Ketentraman
dan
Ketertiban
Umum Serta
Perlindungan
Masyarakat
Bidang
Ketentraman
dan
Ketertiban
Umum Serta
Perlindungan
Masyarakat

Konsep
Kawasan

Rawan
Bencana

Kawasan
Rawan
Bencana

Destana

Destana

Definisi

Desa/ Kelurahan kawasan yang sering
atau berpotensi tinggi mengalami
bencana alam yang dibagi
berdasarkan jenis ancaman

Desa/ Kelurahan kawasan yang sering
atau berpotensi tinggi mengalami
bencana alam yang dibagi
berdasarkan tingkat ancaman

Desa atau kelurahan yang memiliki
kemampuan untuk menghadapi dan
beradaptasi dengan ancaman
bencana

Desa atau kelurahan yang memiliki
kemampuan untuk menghadapi dan
beradaptasi dengan berbagai jenis
ancaman bencana

Klasifikasi

Jenis
Ancaman

Tingkat
Ancaman

Tingkatan
Bencana

Jenis
Ancaman
Bencana

Ukuran

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Satuan

Desa/
Kelurahan

Desa/
Kelurahan

Desa/
Kelurahan

Desa

Periode

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Akses

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Cakupan
Wilayah

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten



No

Kode
Standart
Statistik

31010045 1.05

Kode
referensi

Nama Daftar
Data

Jumlah
Kejadian/
Bencana

Potensi K00255 1.05

Relawan

Rumah Terkena 1.05
Bencana Alam

berdasarkan

Kecamatan

Satuan K00255 1.05
Pendidikan

Aman Bencana

berdasarkan

Jenis Ancaman

Urusan
Bidang

Bidang
Ketentraman
dan
Ketertiban
Umum Serta
Perlindungan
Masyarakat

Bidang
Ketentraman
dan
Ketertiban
Umum Serta
Perlindungan
Masyarakat
Bidang
Ketentraman
dan
Ketertiban
Umum Serta
Perlindungan
Masyarakat
Bidang
Ketentraman
dan
Ketertiban
Umum Serta

Konsep

Bencana

Relawan

Bencana

Destana

Definisi

Banyaknya kejadian peristiwa atau
rangkaian peristiwa yang mengancam
dan mengganggu kehidupan dan
penghidupan masyarakat yang
disebabkan faktor alam dan/atau
faktor nonalam maupun faktor
manusia, sehingga mengakibatkan
timbulnya korban manusia, kerusakan
lingkungan, kerugian harta benda, dan
dampak psikologis.

Orang atau kelompok yang memiliki
potensi melakukan kegiatan secara
sukarela untuk membantu orang lain,
komunitas, atau organisasi

Banyaknya rumah per kecamatan
yang terkena dampak bencana alam

Program yang bertujuan untuk
mencegah dan menanggulangi
dampak bencana di satuan pendidikan

Klasifikasi

Jenis
Bencana

Wilayah

Jenis
Ancaman
Bencana

Ukuran

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Satuan Periode
Kejadian  Tahunan
Orang, Tahunan
Unit
organisasi
Unit Tahunan
SPAB Tahunan

Cakupan

Akses Wilayah
Terbuka Kabupaten
Terbuka Kabupaten
Terbuka Kecamatan
Terbuka = Kabupaten



No

10

11

Nama Daftar
Data

Persentase
Warga Negara
yang
Memperoleh
Layanan
Informasi

Rawan Bencana

(SPM)
Persentase
Warga Negara
yang
Memperoleh
Layanan
Pencegahan
dan
Kesiapsiagaan
terhadap
Bencana (SPM)
Persentase
Warga Negara
yang
Memperoleh
Layanan
Penyelamatan
dan Evakuasi
Korban
Bencana (SPM)

Kode

Standart Kode .
.. referensi
Statistik
1.05
1.05
1.05

Urusan
Bidang

Perlindungan
Masyarakat
Bidang
Ketentraman
dan
Ketertiban
Umum Serta
Perlindungan
Masyarakat

Bidang
Ketentraman
dan
Ketertiban
Umum Serta
Perlindungan
Masyarakat

Bidang
Ketentraman
dan
Ketertiban
Umum Serta
Perlindungan
Masyarakat

Konsep

Bencana

Pencegahan
Bencana

Korban
Bencana

Definisi

Angka yang menunjukkan persentase
penduduk yang mendapat layanan
informasi rawan bencana seperti
sosialisasi langsung, penyediaan
informasi cuaca dan potensi bencana
melalui berbagai media, dan lain
sebagainya.

Angka yang menunjukkan persentase
penduduk yang mendapat layanan
pencegahan dan kesiapsiagaan
terhadap bencana seperti sosialisasi
resiko bencana, simulasi dan
pelatihan, dan lain sebagainya.

Angka yang menunjukkan berapa
persen penduduk yang mendapatkan
layanan penyelamatan dan evakuasi

korban bencana seperti pencarian
korban menggunakan tim SAR,
evakuasi menggunakan tandu atau

ambulans untuk korban luka atau tidak
bisa berjalan, evakuasi medis darurat,
pemindahan korban ke lokasi aman,
penyediaan pertolongan pertama dan

Klasifikasi Ukuran
Wilayah Persentase
(Kecamatan)

Wilayah Persentase
(Kecamatan)
Wilayah Persentase

Satuan

Persen

Persen

Persen

. Cakupan
Periode Akses Wilayah
Tahunan Terbuka Kabupaten
Tahunan Terbuka Kabupaten
Tahunan Terbuka Kabupaten



Kode
No Nama Daftar Standart

Dat
ata Statistik

12  Indeks Risiko
Bencana

K00255

13 | Luas wilayah K00255

kebanjiran

14  Penanganan K00255
Dampak

Kekeringan

15 Indeks
Ketahanan
Daerah

Kode
referensi

1.05

1.05

1.05

1.05

Urusan
Bidang

Bidang
Ketentraman
dan
Ketertiban
Umum Serta
Perlindungan
Masyarakat

Bidang
Ketentraman
dan
Ketertiban
Umum Serta
Perlindungan
Masyarakat
Bidang
Ketentraman
dan
Ketertiban
Umum Serta
Perlindungan
Masyarakat
Bidang
Ketentraman
dan

Konsep

Indeks Risiko
Bencana

Luas arena
bencana

Indeks
Ketahanan
Daerah

Definisi Klasifikasi
fasilitas kesehatan darurat dan lain
sebagainya.

Alat untuk mengukur tingkat risiko di
suatu wilayah berdasarkan potensi
ancaman, kerentanan, dan kapasitas
daerah dalam menghadapi bencana.
IRB memberikan informasi
perbandingan antara ketiga faktor
tersebut, dengan nilai yang
menunjukkan seberapa tinggi upaya
peningkatan kapasitas yang telah
dilakukan untuk menurunkan risiko
bencana di suatu daerah.

Luas area/wilayah yang terdampak
banjir

Data yang menunjukkan banyaknya
desa dan keluarga yang sudah
mendapat penanganan akibat
bencana kekeringan

Alat ukur kapasitas daerah dalam
menghadapi dan menanggulangi
bencana, yang mengukur kemampuan

Ukuran

Indeks

Luas

Jumlah

Indeks

Satuan

Ha

Desa; KK

. Cakupan
Periode Akses Wilayah
Tahunan Terbuka Kabupaten
Tahunan Terbuka Kabupaten
Tahunan Terbuka Kabupaten
Tahunan Terbuka Kabupaten



Kode
No Nama Daftar Standart

Dat
ata Statistik

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah

Kode
No NamDa Daftar Standart
ata Statistik
1 Nilai Laporan
Realisasi
Anggaran

Kode Urusan Konse
referensi Bidang P
Ketertiban
Umum Serta
Perlindungan
Masyarakat
Kode Urusan Konse
referensi Bidang P
5.02 Bidang Anggaran
Keuangan

Definisi Klasifikasi
daerah dalam memitigasi risiko,
beradaptasi, meminimalkan dampak,
serta pulih pasca bencana. IKD
berkontribusi dalam menurunkan
Indeks Rawan Bencana Indonesia
(IRBI) dan dapat menjadi rekomendasi
kebijakan penanggulangan bencana di
suatu daerah, sejalan dengan upaya
mewujudkan kabupaten/kota yang
tangguh bencana.

Definisi Klasifikasi
Dokumen yang menyajikan informasi
perbandingan antara pendapatan,
belanja, transfer, dan pembiayaan yang
telah dianggarkan dengan yang benar-
benar terjadi dalam satu periode
anggaran tertentu. Laporan ini
menunjukkan surplus atau defisit
anggaran dan berfungsi untuk
mengevaluasi efektivitas pengelolaan
anggaran, serta meningkatkan
akuntabilitas dan transparansi
keuangan.

Ukuran

Ukuran

Jumlah

Satuan

Satuan

Rupiah

. Cakupan
Periode Akses Wilayah
Periode Akses Cakupan
Wilayah

Tahunan Terbuka Kabupaten
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No

Nama Daftar
Data

Nilai Realisasi
Belanja
Daerah

Nilai Realisasi
PBB Daerah

Nllai Realisasi
Pembiayaan

Nilai Realisasi
Pendapatan
Daerah

Kode
Standart
Statistik

Kode
referensi

5.02

5.02

5.02

5.02

Urusan
Bidang

Bidang
Keuangan

Bidang
Keuangan

Bidang
Keuangan

Bidang
Keuangan

Konsep

Belanja
Daerah

Pajak Bumi
Dan
Bangunan

Realisasi
Pembiayaan

Pendapatan
Daerah

Definisi

Total jumlah uang yang benar-benar
dikeluarkan oleh pemerintah daerah
dari Kas Umum Daerah dalam satu
periode tahun anggaran untuk
melaksanakan program dan kegiatan
pembangunan demi kesejahteraan
masyarakat. Angka ini dibandingkan
dengan anggaran belanja yang telah
ditetapkan dalam APBD, yang disajikan
dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
Jumlah pendapatan aktual yang berhasil
dikumpulkan oleh pemerintah daerah
dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
dalam periode waktu tertentu, dan
merupakan indikator efektivitas
pengumpulan pajak dan kontribusinya
terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Nilai aktual penerimaan kas atau
pengeluaran kas yang terjadi dalam
proses pembiayaan, yang diukur
berdasarkan jumlah uang yang diterima
atau akan diterima dari suatu aset, atau
uang yang dikeluarkan atau akan
dikeluarkan, sesuai kebijakan akuntansi
pembiayaan daerah

Nilai penerimaan daerah yang telah
terealisasi pada suatu periode anggaran
tertentu, yang mencakup Pendapatan
Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan
Transfer,dan sumber lain yang sah, serta

Klasifikasi

Jenis Belanja
Daerah

Jenis
Pembiayaan

Jenis Sumber
Pendapatan

Ukuran

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Satuan

Rupiah

Rupiah

Rupiah

Rupiah

Periode

Tahunan

Bulanan

Tahunan

Tahunan

Cakupan

Akses Wilayah

Terbuka | Kabupaten

Terbuka Kabupaten

Terbuka Kabupaten

Terbuka Kabupaten
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Kode
Nama Daftar Kode
No Standart .
Data L. referensi
Statistik

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Nama Daftar Kode Kode
No Standart .
Data . .. referensi
Statistik
1 Data Pendirian K00973 2.17
Koperasi Baru
2 Data UMKM K02274 2.17
ber- PIRT di
Kabupaten
Magetan
Terdaftar
3 Data UMKM K02274 2.17
per-
Kecamatan di
Kabupaten
Magetan

Urusan

Bidang Konsep

Urusan

Bidang Konsep

Bidang
Koperasi,
Usaha Kecil
dan
Menengah
Bidang
Koperasi,
Usaha Kecil
dan
Menengah
Bidang
Koperasi,
Usaha Kecil
dan
Menengah

Koperasi

UMKM

UMKM

Definisi

biasanya disajikan dalam Laporan
Realisasi Anggaran (LRA) untuk
mengetahui kinerja keuangan dan
tingkat kemandirian daerah

Definisi

Banyaknya koperasi baru di
Kab.Magetan

Banyaknya UMKM ber-PIRT di
Kabupaten Magetan

Banyaknya kegiatan usaha produktif
yang dimiliki oleh orang perorangan
atau badan usaha perorangan yang
memenuhi kriteria usaha mikro, kecil,
atau menengah berdasarkan jumlah aset
dan/atau hasil penjualan tahunan, serta
berkontribusi pada perluasan lapangan
kerja dan pelayanan ekonomi

Klasifikasi

Klasifikasi
Jumlah

Koperasi
Baru

UMKM ber-
PIRT

Wilayah

Ukuran

Ukuran

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Satuan

Satuan

Koperasi

UMKM

UMKM

. Cakupan
Periode Akses Wilayah

. Cakupan
Periode Akses Wilayah
Tahunan Terbuka Kabupaten
Tahunan Terbuka Kabupaten
Tahunan Terbuka Kecamatan
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No

Nama Daftar
Data

Jumlah
Koperasi
Berdasar Jenis
Koperasi

Jumlah
Koperasi di
Kabupaten
Magetan

Koperasi yang
Mengikuti
Pelatihan

Nilai Omset
Koperasi

Nilai Omset
Usaha Mikro
yang Dibina

Pameran
UMKM

Kode
Standart
Statistik

24620001

K00973

K00973

31010018

K02274

K02274

Kode
referensi

2.17

2.17

2.17

2.17

2.17

2.17

Urusan
Bidang

Bidang
Koperasi,
Usaha Kecil
dan
Menengah
Bidang
Koperasi,
Usaha Kecil
dan
Menengah
Bidang
Koperasi,
Usaha Kecil
dan
Menengah
Bidang
Koperasi,
Usaha Kecil
dan
Menengah
Bidang
Koperasi,
Usaha Kecil
dan
Menengah
Bidang
Koperasi,
Usaha Kecil

Konsep

Jenis

Koperasi

Koperasi

Koperasi

Koperasi

Usaha Mikro

UMKM

Definisi

Masyarakat (UMKM) per kecamatan di
Kabupaten Magetan

Banyaknya koperasi berdasarkan jenis
koperasi

Banyaknya badan usaha yang dimiliki
dan dikelola oleh orang-orang atau
badan hukum koperasi untuk
kepentingan bersama berasaskan
kekeluargaan

Banyaknya koperasi yang mengikuti
pelatihan seperti pengawasan &
pemeriksaan, penilaian kesehatan,
resntra, SKKNI, dan Koppres

total nilai penjualan/pendapatan
barang/jasa koperasi pada tahun buku
yang bersangkutan

total nilai penjualan/pendapatan
barang/jasa usaha mikro yang dibina
pada tahun buku yang bersangkutan

Banyaknya UMKM yang mengikuti
pameran

Klasifikasi

Jenis
Koperasi

Jumlah
Koperasi
Jumlah
Koperasi ber-
NIK

Jenis
Pelatihan

Wilayah

Wilayah

Jumlah
UMKM

Ukuran

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Satuan

Koperasi

Koperasi

Koperasi

Rupiah

Rupiah

UMKM

Periode

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Akses

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbuka

13

Cakupan
Wilayah

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten



Nama Daftar

N
° Data

10 Persentase
Koperasi Sehat

11 Jumlah Usaha
Mikro Naik
Kelas

12 Wirausaha
Baru (WUB)

13  Jumlah UMKM
yang
Mengikuti
Sosialisasi dan
Pelatihan

Kode
Standart
Statistik

K00973

K02274

K02166

K02274

Kode
referensi

2.17

2.17

2.17

2.17

Urusan
Bidang

dan
Menengah
Bidang
Koperasi,
Usaha Kecil
dan
Menengah

Bidang
Koperasi,
Usaha Kecil
dan
Menengah
Bidang
Koperasi,
Usaha Kecil
dan
Menengah
Bidang
Koperasi,
Usaha Kecil
dan
Menengah

Konsep

Koperasi
Sehat

Usaha Mikro

Wirausaha
Baru (WUB)

UMKM

Definisi Klasifikasi

Persentase koperasi yang memenuhi
kriteria dan standar penilaian kinerja,
meliputi aspek permodalan, manajemen
risiko, tata kelola, efisiensi, likuiditas,
kemandirian, dan pertumbuhan, serta
menjunjung tinggi prinsip-prinsip
koperasi. Penilaian ini dilakukan oleh
petugas berwenang setiap tahun untuk
mengukur kesehatan koperasi, yang
menghasilkan predikat seperti "Sehat",
"Cukup Sehat", atau "Tidak Sehat".

Wilayah

Istilah untuk menyatakan berapa banyak = Wilayah Jumlah
usaha mikro yang telah berkembang dan

bertransformasi menjadi usaha kecil

Kegiatan usaha atau bisnis baru yang Jumlah WUB | Jumlah
dikelola secara mandiri oleh seseorang

atau sekelompok orang

Banyaknya pelaku Usaha Mikro, Kecil, Jenis Jumlah
dan Menengah (UMKM) yang Pelatihan/
berpartisipasi dalam program untuk Sosialisasi

meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan mereka di berbagai aspek
bisnis seperti manajemen, pemasaran,
keuangan, inovasi produk, dan

Ukuran

Satuan

Persentase Persen

Usaha
mikro

Wirausaha

UMKM

Periode

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Akses

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbuka
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Cakupan
Wilayah

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten



Kode

Nama Daftar

Statistik

No Standart
Data
14  UMKM
Kabupaten
Magetan yang
memiliki NIB
Dinas Sosial

No Nama Daftar Data

1 Anak Terlantar di Luar
Panti (L/P)

2 Data Bencana Sosial

referensi Bidang

23020042 2.17

Urusan
Konsep

Bidang UMKM; NIB
Koperasi,

Usaha Kecil

dan

Menengah

Kode Urusan
referensi Bidang

1.06 Bidang sosial

1.06 Bidang sosial

Anak Terlantar

Bencana Sosial

Definisi

pemanfaatan teknologi digital.

Tujuannya adalah agar mereka dapat
mengembangkan strategi yang lebih

efektif, meningkatkan daya saing,

kualitas produk, serta memperluas

jaringan usaha mereka
Banyaknya UMKM yang memiliki

identitas pelaku usaha yang diterbitkan
oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha

melakukan pendaftaran.

Konsep Definisi

tidak terpenuhi

kebutuhannya secara

wajar, baik fisik,
mental, spiritual,

maupun sosial yang
hidup diluar panti
berdasarkan jenis

kelamin.
Bencana yang
diakibatkan oleh
peristiwa atau

Banyaknya anak yang

Klasifikasi Ukuran
Wilayah Jumlah
Klasifikasi Ukuran

Jenis Kelamin = Jumlah

Jenis Jumlah
Bencana
Sosial

Satuan

UMKM

Satuan

Anak

Kasus

Cakupan

Periode Akses Wilayah

Tahunan Terbuka Kabupaten

Cakupan

Periode Akses Wilayah

Tahunan Terbuka Kabupaten

Tahunan Terbuka Kabupaten
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No

3

4

Nama Daftar Data

Data Disabilitas (L/P)

Data Gelandangan

Kode
Standart
Statistik

K01596

Kode
referensi

1.06

1.06

Urusan
Bidang

Bidang sosial

Bidang sosial

Konsep

Penyandang
Disabilitas

Gelandangan

Definisi Klasifikasi Ukuran
serangkaian peristiwa
yang diakibatkan oleh
manusia yang meliputi
konflik sosial
antarkelompok atau
antarkomunitas
masyarakat, dan teror.
Setiap orang yang
mengalami
keterbatasan fisik,
intelektual, mental,
dan/atau sensorik
dalam jangka waktu
lama yang dalam
berinteraksi dengan
lingkungan dapat
mengalami hambatan
dan kesulitan untuk
berpartisipasi secara
penuh dan efektif
dengan warga negara
lainnya berdasarkan
kesamaan hak.
Banyaknya orang yang
tidak memiliki tempat
tinggal dan pekerjaan
yang tetap, serta hidup
mengembara di tempat
umum.

Jenis Kelamin = Jumlah

Jenis Kelamin = Jumlah

. Cakupan

Satuan Periode Akses Wilayah
Orang Tahunan Terbuka Kabupaten
Orang Tahunan Terbuka Kabupaten
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No

5

Nama Daftar Data

Data Karang Taruna
per-Kecamatan

Data Kasus Kekerasan
Dalam Rumah Tangga
(KDRT), Wanita Rawan
Sosiao Ekonomi
(WRSE), dan Wanita
Tuna Sosial

Kode

Kode Urusan
Standart referensi Bidan
Statistik g
1.06 Bidang sosial
10810071  1.06 Bidang sosial

Konsep

Karang Taruna

Kekerasan Dalam
Rumah Tangga
(KDRT), Wanita Rawan
Sosiao Ekonomi
(WRSE), Wanita Tuna
Sosial

Definisi Klasifikasi

Banyaknya organisasi Kecamatan
kepemudaan yang
berfungsi sebagai
wadah pengembangan
generasi muda. Karang
Taruna bergerak di
bidang kesejahteraan
sosial, dengan tujuan
untuk meningkatkan
dan mengembangkan
cipta, rasa, karsa, dan
karya generasi muda
Data kasus KDRT,
WRSE, dan Wanita
Tuna Sosial.

Kekerasan dalam
Rumah Tangga adalah
setiap

perbuatan terhadap
seseorang terutama
perempuan,

yang berakibat
timbulnya
kesengsaraan atau
penderitaan secara
fisik, seksual, psikologis,
dan/atau
penelantaran rumah
tangga termasuk
ancaman untuk

Ukuran

Jumlah

Jumlah

. Cakupan
Satuan Periode Akses Wilayah
Karang Tahunan Terbuka Kabupaten
Taruna
Kasus Tahunan Terbuka Kecamatan
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No

Nama Daftar Data

Kode
Standart
Statistik

Kode
referensi

Urusan
Bidang

Konsep

Definisi Klasifikasi

melakukan perbuatan,
pemaksaan, atau
perampasan
kemerdekaan secara
melawan hukum dalam
lingkup

rumah tangga

WRSE adalah
perempuan yang tidak
mampu memenuhi
kebutuhan pokoknya
karena faktor sosial
ekonomi
Wanita Tuna Sosial
adalah wanita yang
tidak mampu atau
kurang mampu
menjalani kehidupan
yang layak karena
masalah sosial,
sehingga terisolasi dari
masyarakat. Secara
khusus, istilah ini
merujuk pada wanita
yang melakukan
hubungan seksual
secara berulang-ulang
dan bergantian dengan
orang lain di luar
pernikahan sah dengan

Ukuran

Satuan

Periode

Akses

18

Cakupan
Wilayah



No

Nama Daftar Data

Data Keluarga
Penerima Manfaat
(KPM) PKH per
Kecamatan (KK)

Data
Kemiskinan/DTKS

Data Lembaga Sosial
dan Keagamaan
Penerima Hibah
Kabupaten Magetan

Kode

Kode Urusan
Standart referensi Bidan
Statistik g
10610036 1.06 Bidang sosial
10510006 @ 1.06 Bidang sosial
1.06 Bidang sosial

Konsep

Program Keluarga

Harapan

Penduduk Miskin

Penerima Hibah

Definisi Klasifikasi
tujuan mendapatkan
imbalan, seperti dalam
kasus wanita tuna susila
atau WTS.

Keluarga yang
memenuhi kualifikasi
tertentu dan menerima
manfaat Program
Keluarga Harapan
(PKH).

Banyaknya penduduk
yang tidak mampu
memenuhi hak dasar
(hak atas pangan,
sandang, layanan
kesehatan, layanan
pendidikan, pekerjaan
dan berusaha, dan/atau
perumahan) secara
layak dan mandiri; atau
penduduk yang
memiliki rata- rata
pengeluaran per kapita
sebulan di bawah garis
kemiskinan.

Banyaknya Lembaga
social dan keagamaan
yang memenubhi
persyaratan dan
mendapatkan usulan

Kecamatan

Kategori KK
dan Individu

Ukuran

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Satuan Periode
KK Tahunan
KK, Tahunan
Orang
Lembaga Tahunan

Cakupan

Akses Wilayah
Terbuka Kabupaten
Terbuka Kabupaten
Terbuka Kabupaten
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No

10

11

12

Nama Daftar Data

Data Orang Dipasung
di Kabupaten
Magetan

Data Pendamping
Program Keluarga
Harapan (PKH)

Data SDM
Kesejahteraan/Pekerja
Sosial

Kode
Standart
Statistik

Kode
referensi

1.06

1.06

1.06

Urusan
Bidang

Bidang sosial

Bidang sosial

Bidang sosial

Konsep

Pasung

Program Keluarga
Harapan

SDM
Kesejahteraan/Pekerja
Sosial

Definisi Klasifikasi Ukuran
tertulis untuk
menerima hibah
Banyaknya orang yang
dibelenggu/dirantai
dengan kondisi mental
yang tidak stabil pada
suatu ruangan
Perpanjangan tangan
pemerintah dan ujung
tombak pengentasan
kemiskinan, yang
ditugaskan untuk
mendampingi Keluarga
Penerima Manfaat
(KPM) dalam
meningkatkan taraf
hidup mereka, bukan
sekadar menyalurkan
bantuan, melainkan
juga membangkitkan
harapan dan
kemandirian melalui
berbagai edukasi dan
fasilitasi untuk
mencapai
keberlanjutan
Perseorangan, keluarga,
kelompok, dan/atau
masyarakat yang dapat
berperan serta untuk

Jumlah

Jumlah

Jenis SDM
Kesehteraan

Jumlah

Satuan

Orang

Pen-
damping

Orang

Periode

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Akses

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Cakupan
Wilayah

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten
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No

13

14

15

16

Nama Daftar Data

Jumlah Anak Terlantar

Jumlah ODGJ Sudah di
Tangani

Karang Werda

Lansia Terlantar

Kode
Standart
Statistik

K00091

K01055

Kode
referensi

1.06

1.06

1.06

1.06

Urusan
Bidang

Bidang sosial

Bidang sosial

Bidang sosial

Bidang sosial

Konsep

Anak Terlantar

Orang Dalam
Gangguan Jiwa

Karang Werda

Lansia Terlantar

Definisi

menjaga, menciptakan,
mendukung, dan

memperkuat

penyelenggaraan
kesejahteraan sosial.
Banyaknya anak yang

tidak terpenuhi

kebutuhannya secara

wajar, baik fisik,

mental, spiritual,
maupun sosial. Mereka
tinggal di dalam dan

luar panti

Banyaknya orang yang
mengalami gangguan

kejiwaan yang

memengaruhi cara
berpikir, berperilaku,
dan emosi yang sudah

ditangani
Wadah untuk

menampung kegiatan
para lanjut usia (lansia)
yang dibentuk untuk

membantu
meningkatkan

kesejahteraan mereka.
Banyaknya orang yang
telah berusia 60 tahun
ke atas, baik pria

Klasifikasi

Kategori
Anak
Terlantar

Jenis Kelamin

Ukuran

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Satuan

Anak

0ODGJ

Karang
Werda

Lansia

Periode

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Akses

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Cakupan
Wilayah

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten
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Kode Kode Urusan Cakupan
No Nama Daftar Data Standart . . Konsep Definisi Klasifikasi Ukuran Satuan Periode Akses .
. . referensi Bidang Wilayah
Statistik
maupun wanita yang
tidak dapat memenubhi
kebutuhan dasarnya,
baik secara jasmani,
rohani, maupun
sosial.Mereka tinggal
dalam dan luar panti
17  Lembaga 1.06 Bidang sosial = Lembaga Banyaknya Lembaga Jenjang Jumlah LKSA Tahunan Terbuka Kabupaten
Kesejahteraan Anak Kesejahteraan Anak Kesejahteraan Sosial Akreditasi
(LKSA) berdasar Anak, yaitu lembaga
Akreditasi yang memberikan
perlindungan dan
pemberdayaan anak-
anak yang mengalami
kesulitan sosial atau
berada dalam situasi
rawan.
18 | Penerima PBI 1.06 Bidang sosial = Penerima Bantuan Penerima program Jenis Jumlah Orang Tahunan Terbuka Kabupaten
luran (PBI) pemerintah yang Penerima PBI
menanggung iuran BPJS
Kesehatan bagi
masyarakat yang
kurang mampu atau
fakir miskin
19  Persentase Lansia K01055 1.06 Bidang sosial  Lansia Terlantar Lansia yang tidak dapat = Kondisi Persentase @ Persen Tahunan Terbuka Kabupaten
Terlantar yang memenuhi kebutuhan Lansia
Mendapat Rehabilitasi dasarnya dan tidak
Sosial Dasar di Luar memiliki keluarga atau
Panti (SPM) lingkungan yang
mengurusnya, serta
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No

20

21

Nama Daftar Data

Persentase Korban
Bencana Skala
Kabupaten/Kota yang
Mendapat
Perlindungan dan
Jaminan Sosial pada
Saat dan Setelah
Tanggap Darurat
Bencana (SPM)
Persentase
Penyandang
Disabilitas Terlantar
yang Mendapat

Kode
Standart
Statistik

Kode
referensi

31010128 1.06

K01596

1.06

Urusan
Bidang

Bidang sosial

Bidang sosial

Konsep

Korban; Bencana

Disabilitas

Definisi Klasifikasi
berpotensi mengalami
kekerasan atau
penelantaran. Layanan
ini bertujuan untuk
memulihkan fungsi
sosial mereka melalui
berbagai kegiatan di
luar panti, seperti
bimbingan mental,
sosial, keterampilan,
serta pemenuhan
kebutuhan dasar
lainnya, yang didukung
oleh peran keluarga
dan komunitas yang
dinyatakan dalam
persen

Ukuran yang
menunjukkan seberapa
baik pemerintah daerah
memberikan
perlindungan dan
dukungan kepada
masyarakat yang
terdampak bencana

semua penyandang

disabilitas terlantar

yang terjangkau dan
membutuhkan

Ukuran

Persentase

Persentase

Satuan

Persen

Persen

Periode

Tahunan

Tahunan

Akses

Terbuka

Terbuka

Cakupan
Wilayah

Kabupaten

Kabupaten
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No

22

23

Nama Daftar Data

Rehabilitasi Sosial
Dasar di Luar Panti
(SPM)

Persentase PSKS yang
Mendapatkan
Pembinaan dan Aktif
dalam
Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial

Persentase Tuna
Sosial Khususnya
Gelandangan dan
Pengemis yang
Mendapat Rehabilitasi
Sosial Dasar di Luar
Panti (SPM)

Kode

Kode Urusan
Standart . . Konsep
. . referensi Bidang
Statistik
K00677 1.06 Bidang sosial = Potensi dan Sumber
Kesejahteraan Sosial
1.06 Bidang sosial = Tuna Sosial

Definisi Klasifikasi
rehabilitasi sosial dasar
di luar panti, seperti
layanan darurat,
kesehatan, rujukan,
makanan, dan
penelusuran keluarga,
telah menerima
layanan tersebut.
Potensi dan Sumber
Kesejahteraan Sosial,
yaitu individu, keluarga,
kelompok, organisasi,
dan lembaga yang
memiliki kemampuan
untuk menjaga,
menciptakan,
mendukung, serta
memperkuat
penyelenggaraan
kesejahteraan sosial di
masyarakat

Persentase tuna sosial,
khususnya gelandangan
dan pengemis, yang
mendapatkan
rehabilitasi sosial dasar
di luar panti bervariasi
tergantung pada data
daerah dan periode
waktu

Jenis tuna
sosial

Ukuran Satuan Periode Akses Ca!(upan
Wilayah

Persentase Persen Tahunan  Terbuka Kabupaten
Persentase Persen Tahunan Terbuka Kabupaten

24



Kode

No Nama Daftar Data Standart Kode . U.rusan
. . referensi Bidang
Statistik
24 | Tagana (L/P) 1.06 Bidang sosial
25  Penanganan PMKS K00677 1.06 Bidang sosial

(Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial)

Konsep

Taruna Siaga Bencana
(Tagana)

Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial
(PMKS)

Definisi Klasifikasi Ukuran

Relawan sosial yang Jenis Kelamin ' Jumlah
berasal dari masyarakat
dan aktif dalam
penanggulangan
bencana mulai dari
kesiapsiagaan, tanggap
darurat, hingga
pemulihan
pascabencana.
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial
(PMKS) adalah
seseorang, keluarga,
kelompok, atau
masyarakat yang tidak
dapat menjalankan
fungsi sosialnya karena
hambatan, kesulitan,
atau gangguan,
sehingga tidak dapat
memenuhi kebutuhan
hidupnya secara
memadai. Mereka
mengalami kesulitan
yang dapat berupa
kemiskinan,
keterlantaran,
kecacatan, ketunaan
sosial, atau perubahan

Jenis PMKS Jumlah

Satuan

Orang

Periode

Tahunan

Tahunan

Akses

Terbuka

Terbuka

Cakupan
Wilayah

Kabupaten

Kabupaten
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Kode

Kode

Urusan

No Nama Daftar Data Standart . .
. . referensi Bidang
Statistik
Dinas Perhubungan
Nama Daftar Kode Kode Urusan
No Standart . . Konsep
Data .. referensi Bidang
Statistik
1 Data Uji 2.18 Bidang Uji
Kendaraan Penanaman Kendaraan
Barang dan Modal
Orang
2 Jumlah K02224 2.16 Bidang Armada
Armada Komunikasi Angkutan
Angkutan dan Umum
Umum Informatika
3 Jumlah Data 2.15 Bidang Lalu Lintas
Lalu Lintas Perhubungan
4 Petugas Lalu 2.17 Bidang Petugas, Lalu
Lintas Koperasi, lintas
Usaha Kecil
dan
Menengah

Konsep

Definisi

lingkungan yang tidak
mendukung.

Definisi

Data terkait serangkaian kegiatan yang
dilakukan untuk memastikan kendaraan
layak digunakan secara teknis di jalan
raya

Banyaknya armada layanan transportasi
penumpang yang menggunakan sistem
sewa atau bayar. Angkutan umum
biasanya dioperasikan oleh pemerintah
atau perusahaan swasta

Banyaknya unit lalu lintas seperti rambu
lalu lintas, warning lamp, zona selamat
sekolah, dll

Banyaknya petugas yang mengatur lalu
lintas dari dinas perhubungan

Klasifikasi Ukuran
Klasifikasi Ukuran
Jenis Jumlah
Kendaraan
Jenis Jumlah
angkutan
Jenis Rambu | Jumlah
Lalu Lintas
Kategori Jumlah
Petugas Lalu
Lintas

Satuan Periode
Satuan Periode
Orang, Tahunan
Kendaraan
Unit Tahunan
Unit Tahunan
Orang Tahunan

Akses

Akses

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbuka
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Cakupan
Wilayah

Cakupan
Wilayah

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten



Dinas Peternakan dan Perikanan

Nama Daftar Kode Kode
No Standart .
Data .. referensi
Statistik
1 Inseminasi 2.09
Buatan per-
Bulan
2 Jumlah 3.25
Pembudidaya
Kolam
3 Jumlah 24110141 2.09
Populasi
Ternak Besar
4 Jumlah 24110233  2.09
Populasi
Ternak Kecil
5 Jumlah Ternak = 24110060 2.09

Yang Dipotong
di Rumah
Potong Hewan

Urusan
Bidang

Bidang
Pangan

Bidang
Kelautan dan
Perikanan
Bidang
Pangan

Bidang
Pangan

Bidang
Pangan

Konsep

Inseminasi
Buatan

Kolam
Budidaya

Ternak Besar

Ternak Kecil

Pemotongan
Ternak
Tercatat

Definisi Klasifikasi
Alternatif program hamil yang dilakukan

dengan cara menempatkan sperma

langsung ke dalam rahim pada masa

ovulasi menggunakan kateter berukuran

kecil

Banyaknya kepimilikan kolam budidaya

Jenis Ternak
besar

Populasi hewan yang dipelihara dan
dikembangbiakkan dalam peternakan
yang berukuran besar, seperti sapi,
kerbau, dan kuda

Populasi hewan ternak yang berukuran Jenis ternak

kecil atau sedang, dan dibudidayakan kecil
untuk dimanfaatkan daging, susu, atau

kulitnya

Jumlah Pemotongan ternak yang Lokasi RPH

dilakukan di Rumah Potong Hewan
Ruminansia (RPH-R), Rumah Potong
Hewan Babi (RPH-B), dan Rumah Potong
Unggas (RPU) baik milik pemerintah
maupun swasta, serta tempat
pemotongan hewan selain RPH yang
dilaporkan kepada dinas atau dicatat
oleh dinas yang membidangi fungsi
peternakan dan kesehatan hewan
setempat.

Ukuran

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Satuan

Ekor

Kolam;
Desa

Ekor

Ekor

Ekor

Periode

Bulanan

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Akses

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Cakupan
Wilayah

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten
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No

10

11

12

13

14

Nama Daftar
Data

Luas Area
Kolam

Pengiriman
Ternak Keluar
Magetan
Populasi
Ternak Unggas
dan Kelinci

Produksi
Daging Ternak

Produksi
Daging Unggas

Produksi Ikan
Berdasarkan
Hasil Dari
Tangkap/
Budidaya
Produksi Ikan
Berdasarkan
Jenis lkan
Produksi Susu

Produksi Telur

Kode
Standart
Statistik

24120025

24110104

24120025

24120025

24120025

24110113

Kode
referensi

3.25

2.09

2.09

2.09

2.09

3.25

3.25

2.09

2.09

Urusan
Bidang

Bidang
Kelautan dan
Perikanan
Bidang
Pangan

Bidang
Pangan

Bidang
Pangan

Bidang
Pangan

Bidang
Kelautan dan
Perikanan

Bidang
Kelautan dan
Perikanan
Bidang
Pangan
Bidang
Pangan

Konsep
Luas Kolam
Pengiriman
Ternak
Unggas,
Kelinci
Daging
Ternak

Daging
Unggas

Produksi lkan

Jenis lkan

Susu

Telur

Definisi

Luas area kolam yang digunakan untuk
budidaya ikan

Banykanya pengiriman ternak keluar
wilayah Magetan

Populasi hewan unggas dan kelinci
seperti ayam, bebek, kalkun, dan angsa
untuk mendapatkan daging, telur, bulu,
atau kotorannya

Besarnya produksi daging yang
dihasilkan dari peternakan besar seperti
sapi,kerbau,kudu,kambing, dll
Besarnya Kemampuan total penyediaan
daging unggas selama jangka waktu
tertentu di suatu wilayah.

Besarnya hasil produksi ikan dari hasil
tangkap dan budidaya

Besarnya hasil produksi ikan dari hasil
tangkap dan budidaya yang
diklasifikasikan berdasarkan jenisnya
Banyaknya produksi susu yang
dihasilkan dari kambing dan sapi perah
Jumlah telur yang dihasilkan dari unggas
(ayam buras, puyuh, itik, dan itik
manila), tidak termasuk ayam ras
petelur selama setahun, termasuk yang

Klasifikasi

Jenis Kolam

Jenis Ternak

Jenis unggas;
Kelinci

Jenis Daging
Ternak

Jenis Unggas

Jenis ikan
berdasarkan
budidaya/
tangkap

Jenis lkan
Jenis Sumber

susu
Jenis telur

Ukuran

Luas

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Satuan

Ha

Ekor

Ekor

Kg

Kg

Kw

Kw

Kg

Kg

Periode

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Akses

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Cakupan
Wilayah

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten
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No

Dinas Tenaga Kerja

No

Nama Daftar
Data

Nama Daftar
Data

Data
Transmigrasi

Hubungan
Industrial
dengan
Perusahaan

Jumlah
Lembaga
Pelatihan Kerja
dan Instruktur

Kode
Standart
Statistik

Kode
Standart
Statistik

K02222

K01716

10210021

Kode
referensi

Kode
referensi

2.07

2.07

2.07

Urusan
Bidang

Urusan
Bidang

Bidang
Tenaga Kerja

Bidang
Tenaga Kerja

Bidang
Tenaga Kerja

Konsep

Konsep

Transmigrasi

Industrial/
Perusahaan

Lembaga
Pelatihan
Kerja

Definisi

ditetaskan, rusak, diperdagangkan,
dikonsumsi, dan diberikan kepada orang
lain.

Definisi

Program pemerintah untuk
memindahkan penduduk dari daerah
padat ke daerah yang jarang
penduduknya. Tujuannya untuk
meningkatkan kesejahteraan,
pemerataan ekonomi, dan mengurangi
ketimpangan social

Banyaknya perusahaan yang memiliki
sistem hubungan yang terbentuk antara
berbagai pihak yang terlibat dalam
proses produksi barang dan jasa di
perusahaan seperti jaminan BPJS,
Perjanjian kerja, dan regulasi

Banyaknya satuan pendidikan nonformal
yang menyelenggarakan pelatihan kerja,
sedangkan instruktur adalah orang yang
bertanggung jawab melaksanakan
pelatihan kerja kepada peserta

Klasifikasi

Klasifikasi

Klasifikasi
Sesuai
kebutuhan

Klasifikasi
Sesuai
kebutuhan

Jenis
Lembaga
pelatihan

Ukuran

Ukuran

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Satuan

Satuan

Orang,
KK

Unit

Cakupan
Wilayah

Cakupan
Wilayah

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten
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Kode

Nama Daftar Kode Urusan
No Standart . .
Data . referensi Bidang
Statistik
4  Jumlah 10210057 @ 2.07 Bidang

Penempatan
Tenaga Kerja

Tenaga Kerja

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kode

Nama Daftar Kode Urusan
No Data Standart referensi Bidang
Statistik
1 Data Kelompok 2.22 Bidang
seni, Sanggar Kebudayaan

Seni, Seniman

Konsep

Tenaga Kerja

Konsep

Seni

Definisi

Orang yang mampu melakukan
pekerjaan untuk menghasilkan barang
dan jasa, baik untuk memenuhi
kebutuhan sendiri maupun masyarakat.
Penampatan ini yang dikategorikan
dalam kategori pencari kerja, lowongan
kerja, calon pekerja migran, dan bursa
kerja khusus

Definisi

Tempat atau wadah bagi sekelompok
orang untuk melakukan kegiatan seni,
seperti seni tari, seni lukis, seni
kerajinan, atau seni peran. Sanggar seni
dapat didirikan secara mandiri atau
perorangan. Sedangkan seniman adalah
individu yang kreatif, inovatif, dan mahir
dalam menciptakan karya seni yang
mengandung nilai estetika,
menggunakan imajinasi dan bakatnya
untuk mengekspresikan diri serta
merefleksikan pengalaman atau realitas
melalui berbagai media seperti lukisan,
musik, tari, sastra, dan film

Klasifikasi

Jenis
penempatan
tenaga kerja

Klasifikasi

Klasifikasi
Sesuai
Kebutuhan

Ukuran

Jumlah

Ukuran

Jumlah

Satuan

Orang

Satuan

Orang,
Unit

. Cakupan
Periode Akses Wilayah
Tahunan Terbuka @ Kabupaten
. Cakupan
Periode Akses Wilayah
Tahunan Terbuka Kabupaten
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No

Nama Daftar
Data

Data
Kepariwisataan

Data Makam
Bersejarah

Jumlah Cagar
Budaya

Jumlah Cagar
Budaya yang
ditetapkan
Jumlah
Kelompok Seni
dan Sanggar

Kunjungan
Wisata per
Objek
Pelaku Ekraf

Kode
Standart
Statistik

K00860

24510015

Kode
referensi

3.26

2.22

2.22

2.22

2.22

3.26

3.26

Urusan
Bidang

Bidang
Pariwisata

Bidang
Kebudayaan

Bidang
Kebudayaan

Bidang
Kebudayaan

Bidang
Kebudayaan

Bidang
Pariwisata

Bidang
Pariwisata

Konsep
Kepariwisata-

an

Makam

Cagar Budaya

Cagar Budaya

Sanggar

Wisata

Ekonomi
Kreatif

Definisi

Data yang berkaitan tentang segala
kegiatan yang berkaitan dengan
pariwisata, termasuk hotel, café,
akomodasi, biro/ agen wisata, dll
Banyaknya makam yang merupakan
salah satu peninggalan sejarah yang
dapat memberikan informasi tentang
kebudayaan, agama, dan tradisi
masyarakat di masa lalu

Warisan budaya yang berupa benda,
bangunan, struktur, situs, dan kawasan
yang perlu dilestarikan. Cagar budaya
memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu
pengetahuan, pendidikan, agama, dan
kebudayaan

Banyaknya Cagar budaya yang telah
ditetapkan secara legal oleh badan yang
berwenang

Banyaknya tempat atau wadah bagi
sekelompok orang untuk melakukan
kegiatan seni, seperti seni tari, seni lukis,
seni kerajinan, atau seni peran. Sanggar
seni dapat didirikan secara mandiri atau
perorangan.

Banyaknya orang yang mengunjungi
tempat wisata yang dibagi berdasarkan
objeknya

Orang yang bergerak pada bidang
ekonomi dengan konsep ekonomi yang
mengutamakan kreativitas dan inovasi

Klasifikasi

Macam
Kepariwisata-
an

Jenis Cagar
Budaya

Jenis Cagar
Budaya

Jenis

kelompok
seni/ sanggar

Objek Wisata

Jenis Sektor
Ekraf

Ukuran

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Satuan

Unit

cagar
budaya

cagar
budaya

Kelompok

Wisatawan

Orang

Periode

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Akses

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbuka
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Cakupan
Wilayah

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten



No

Nama Daftar
Data

Jumlah
Kunjungan
Wisata
Kabupaten
Magetan Per
Tahun

Kode
Standart
Statistik

Kode
referensi

24510015 3.26

Urusan
Bidang

Bidang
Pariwisata

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No

Nama Daftar
Data

Data Jumlah
Penduduk

berdasarkan
jenis kelamin

Jumlah Akta
Kelahiran

Jumlah
Penduduk

Kode Kode
Standart referensi
Statistik

10110023 2.12

2.12

10110023 2.12

Urusan Bidang

Bidang
Administrasi
Kependudukan
dan
Pencatatan
Sipil

Bidang
Administrasi
Kependudukan
dan
Pencatatan
Sipil

Bidang
Administrasi

Konsep

Kunjungan
Wisata

Konsep

Penduduk

Akta
Kelahiran

Penduduk;
Agama

Definisi

dalam perputaran roda ekonomi yang
dibagi berdasarkan jenis sektornya
Banyaknya orang yang mengunjungi
wisata di Kabupaten Magetan per tahun

Definisi

Banyaknya orang yang berdomisili di
wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan
atau mereka yang berdomisili kurang
dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk
menetap berdasarkan jenis kelamin
Banyaknya orang yang memiliki akta
kelahiran. Akta kelahiran adalah
dokumen identitas autentik dan bukti
sah mengenai status dan peristiwa
kelahiran seseorang yang dikeluarkan
oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
Banyaknya orang yang berdomisili di
wilayah Negara Kesatuan Republik

Klasifikasi Ukuran
Jumlah
Klasifikasi Ukuran
Jenis Kelamin | Jumlah
Status Jumlah
Kepemilikan
Agama Jumlah

Satuan

Wisatawan Tahunan

Satuan

Jiwa

Jiwa

Jiwa

Cakupan

Akses Wilayah
Terbuka Kabupaten

Cakupan

Akses Wilayah
Terbuka Kabupaten
Terbuka = Kabupaten
Terbuka Kabupaten
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No

Nama Daftar
Data

berdasarkan
agama

Jumlah
Penduduk
berdasarkan
kelompok
umur

Jumlah
Penduduk
berdasarkan
KK

Jumlah
Penduduk
berdasarkan
pendidikan

Jumlah
Penduduk
berdasarkan

Kode
Standart
Statistik

10110023

10110023

10110023

10110023

Kode
referensi

2.12

2.12

2.12

2.12

Urusan Bidang

Kependudukan
dan
Pencatatan
Sipil

Bidang
Administrasi
Kependudukan
dan
Pencatatan
Sipil

Bidang
Administrasi
Kependudukan
dan
Pencatatan
Sipil

Bidang
Administrasi
Kependudukan
dan
Pencatatan
Sipil

Bidang
Administrasi
Kependudukan
dan

Konsep

Penduduk

Kartu

Keluarga (KK)

Penduduk

Penduduk

Definisi Klasifikasi
Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan
atau mereka yang berdomisili kurang
dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk
menetap yang dibagi berdasarkan
agama

Banyaknya orang yang berdomisili di
wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan
atau mereka yang berdomisili kurang
dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk
menetap berdasarkan kelompok umur
Banyaknya kartu keluarga yang ada di
Kab.Magetan. Kartu keluarga adalah
Kartu identitas keluarga yang memuat
data tentang nama, susunan dan
hubungan dalam keluarga, serta
identitas anggota keluarga yang
merupakan dokumen resmi yang
dikeluarkan oleh negara.

Banyaknya orang yang berdomisili di
wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan
atau mereka yang berdomisili kurang
dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk
menetap yang dibagi berdasarkan
jenjang Pendidikan

Banyaknya orang yang berdomisili di
Kab.Magetan berdasarkan status
perkawinan

Kelompok
umur

Jenjang
Pendidikan

Status
Perkawinan

Ukuran

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Satuan

Jiwa

KK

Jiwa

Jiwa

Periode

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Akses

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbuka
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Cakupan
Wilayah

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten



Kode

Nama Daftar Kode
No Standart .
Data . referensi
Statistik
status
perkawinan
8 Kepadatan 10110039 2.12
Penduduk per-
Kecamatan
9 Kepemilikan K00845 2.12
Akta Kematian
10 | Kepemilikan K01637 2.12
Akta
Perceraian

Urusan Bidang Konsep
Pencatatan
Sipil

Bidang
Administrasi
Kependudukan
dan
Pencatatan
Sipil

Bidang
Administrasi
Kependudukan
dan
Pencatatan
Sipil

Kepadatan
Penduduk

Kepemilikan
Akta
Kematian

Kepemilikan
Akta
Perceraian

Bidang
Administrasi
Kependudukan
dan
Pencatatan
Sipil

Definisi Klasifikasi

Wilayah
(Kecamatan)

Angka yang menyatakan banyaknya
penduduk per kilometer persegi,
dihitung dengan perbandingan antara
banyaknya penduduk terhadap luas
wilayah per kecamatan

Banyaknya kepemilikan Akta kematian. Jenis Kelamin | Jumlah
Akta kematian adalah resmiyang
diterbitkan oleh Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) yang
menyatakan secara pasti dan sah
tentang kematian seseorang, bertujuan
untuk memberikan kepastian hukum,
serta berguna sebagai dasar administrasi
dan pengurusan berbagai kepentingan
seperti warisan, asuransi, dan
pembatalan identitas.

Banyaknya kepemilikan Akta perceraian.
Akta perceraian adalah dokumen resmi
yang dikeluarkan oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
(Disdukcapil) sebagai bukti sah
pencatatan perceraian, yang prosesnya
dimulai setelah pasangan suami istri
menerima salinan putusan pengadilan
(baik Pengadilan Agama maupun
Pengadilan Negeri) yang telah
berkekuatan hukum tetap. Dokumen ini

Status Jumlah

Kepemilikan

Ukuran

Kepadatan

Satuan Periode

Jiwa/Km2 Tahunan

Orang Tahunan

Orang Tahunan

Akses

Terbuka

Terbuka

Terbuka
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No

11

12

13

Kode
Standart
Statistik

Nama Daftar
Data

Kepemilikan K01692

Akta

Perkawinan

Kepemilikan
Cetak KK

Kepemilikan
KIA

Kode
referensi

2.12

2.12

2.12

Urusan Bidang Konsep
Bidang Kepemilikan
Administrasi Akta
Kependudukan Perkawinan
dan

Pencatatan

Sipil

Bidang Kepemilikan
Administrasi Cetak Kk
Kependudukan

dan

Pencatatan

Sipil

Bidang Kepemilikan
Administrasi KIA
Kependudukan

Definisi Klasifikasi
berfungsi untuk membuktikan bahwa
pasangan tersebut telah resmi bercerai
sesuai hukum yang berlaku.

Banyaknya kepemilikan Akta
perkawinan. Akta perkawinan adalah
dokumen resmi yang diterbitkan oleh
Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil (Disdukcapil) (atau Kantor Urusan
Agama (KUA) bagi pasangan Muslim)
yang mencatat dan melegitimasi
pernikahan yang telah sah dilakukan
sesuai hukum agama, sebagaimana
diamanatkan oleh Undang-Undang (UU)
Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan. Dokumen ini berfungsi
sebagai bukti sah adanya suatu
perkawinan di mata hukum negara dan
menjadi syarat penting untuk berbagai
keperluan administratif serta
perlindungan hukum bagi pasangan
yang menikah.

Banyaknya keluarga yang memiliki KK
dalam bentuk fisik

Status
Kepemilikan

Status
Kepemilikan

Status
Kepemilikan

Banyaknya kartu identitas resmi yang
berlaku secara nasional bagi anak-anak
di bawah 17 tahun di Indonesia. Kartu

Ukuran

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Satuan

Orang

KK

Orang

Periode

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Akses

Terbuka

Terbuka

Terbuka
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No

14

15

16

17

Nama Daftar
Data

Kepemilikan
KTP EL

Penduduk
Pindah dan
Datang

Indeks
Kepuasan
Layanan
Kependudukan

Persentase
Penduduk Ber
KTP Elektronik

Kode
Standart
Statistik

K01524

K01524

Kode
referensi

2.12

2.12

2.12

2.12

Urusan Bidang

dan
Pencatatan
Sipil

Bidang
Administrasi
Kependudukan
dan
Pencatatan
Sipil

Bidang
Administrasi
Kependudukan
dan
Pencatatan
Sipil

Bidang
Administrasi
Kependudukan
dan
Pencatatan
Sipil

Bidang
Administrasi
Kependudukan
dan

Konsep

KTP
Elektronik

Penduduk
Pindah Dan
Datang

IKM

KTP-el

Definisi Klasifikasi
ini berfungsi seperti KTP bagi orang
dewasa, mempermudah anak
mengakses layanan publik, seperti
pendidikan dan perbankan, serta
penting untuk pendataan dan
perlindungan hak-hak anak sebagai
warga negara.

Banyaknya penduduk diatas 17tahun
yang telah memiliki KTP Elektronik

Status
Kepemilikan

Banyaknya orang yang pindah dan
datang dari dan ke Kab.Magetan

Ukuran untuk menilai tingkat kepuasan
masyarakat terhadap kinerja dan kualitas
pelayanan publik yang diberikan oleh
Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil (Disdukcapil), seperti pengurusan
KTP, KK, dan akta kelahiran

Kartu Tanda Penduduk Elektronik,
selanjutnya disingkat KTP-el, adalah
Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi
cip yang merupakan identitas resmi

Ukuran Satuan
Jumlah Orang
Jumlah Orang
Indeks/

Nilai

Persentase Persen

Periode

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Akses

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbuka
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No

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No

Nama Daftar

Data

Nama Daftar

Data

Jumlah
Industri dan
Tenaga Kerja

Kondisi Pasar

Pedagang
Pasar dan
Omset

Perusahaan
Industri Per
Kecamatan
PKL

Kode
Standart
Statistik

Kode
Standart
Statistik

10210087

23010026

K01716

Kode
referensi

Kode
referensi

3.31

3.31

3.31

3.31

3.31

Urusan Bidang

Pencatatan
Sipil

Urusan
Bidang

Bidang

Perindustrian

Bidang
Perindustrian

Bidang
Perindustrian

Bidang
Perindustrian

Bidang
Perindustrian

Konsep

Konsep

Perusahaan;
Tenaga Kerja

Pasar

Pedagang
Pasar

Industrial/
Perusahaan

Pedagang
Kaki Lima

Definisi

penduduk sebagai bukti diri
diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.

Definisi

Banyaknya perusahaan/industri dan
tenaga kerja yang ada di Kab.Magetan

Data yang menunjukkan jumlah pasar
berdasarkan kondisinya baik, sedang
atau rusak
Banyaknya orang atau badan usaha yang
melakukan kegiatan jual beli barang
atau jasa secara terus-menerus dengan
tujuan memperoleh keuntungan beserta
penghasilannya.
Banyaknya badan usaha yang didirikan
dengan tujuan memperoleh keuntungan
atau laba tiap kecamatan

Banyaknya penjual barang dagangan
yang berjualan di pinggir jalan raya,
terutama di trotoar atau badan jalan,
dengan menggunakan gerobak atau
tenda

yang

Klasifikasi

Klasifikasi

Kategori

Kondisi Pasar

Wilayah
(Kecamatan)

Ukuran

Ukuran

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Satuan

Satuan

Perusaha-
an, Orang

Pasar

Pedagang,
Juta Rp

Perusaha-
an

PKL

Periode

Periode

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Akses

Akses

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbuka
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No

6

Nama Daftar
Data

Tera Ulang
Timbangan

Kode

Standart Kode .
L. referensi
Statistik
3.31

Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan

No

Nama Daftar
Data

Data Jumlah
Bank Sampah

Data Jumlah
Desa Berseri

Data Jumlah
Dokumen
Perijinan yang
Diterbitkan
Data Jumlah
TPS

Kode Kode
Standart .
.. referensi
Statistik
K01524 2.11
2.11
2.11

31010129 2.11

Urusan
Bidang

Bidang

Perindustrian

Urusan
Bidang

Bidang
Lingkungan
Hidup

Bidang
Lingkungan
Hidup

Bidang
Lingkungan
Hidup

Bidang
Lingkungan
Hidup

Konsep

Timbangan

Konsep

Bank Sampah

Desa Berseri

Perijinan

Tempat
Pembuangan
Sementara
(TPS)

Definisi

Pengujian kembali secara berkala
terhadap alat timbang, alat takar, dan
alat ukur lainnya

Definisi

Banyaknya tempat untuk
mengumpulkan sampah yang sudah
dipilah-pilah dan dikelola dengan prinsip
3R (Reduce, Reuse, and Recycle).
Banyaknya desa yang menjalankan
program yang dijalankan dari Dinas
Lingkungan Hidup untuk meningkatkan
pengelolaan lingkungan hidup di desa.
Tujuannya adalah agar desa menjadi
bersih, rapi, dan indah

Data banyaknya pengajuan perijinan di
bidang lingkungan

Banyaknya tempat penampungan
sampah sebelum diangkut ke tempat
pendauran ulang, pengolahan, atau
tempat pengolahan sampah terpadu.
TPS merupakan tempat peralihan antara

Klasifikasi

Jenis
timbangan

Klasifikasi

Status
Keaktifan

Tingakatan

Desa Berseri

Jenis
Dokumen
Perijinan

Status TPS

Ukuran

Jumlah

Ukuran

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Satuan

Unit

Satuan

Unit

Desa

Dokumen

TPS

Periode

Tahunan

Periode

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Akses

Terbuka

Akses

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Cakupan
Wilayah

Kabupaten

Cakupan
Wilayah

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten
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No

Kode
Standart
Statistik

Nama Daftar
Data

Data Jumlah K01524

TPS3R

Data Limbah
Padat dan Cair

K01097

Data Neraca K01524
Pengelolaan
Sampah
Data
Pengaduan
dan
Penanganan
Pengaduan
Terkait
Lingkungan
Indeks
Ketahanan
Pangan

K01524

Kode
referensi

2.11

2.11

2.11

2.11

2.09

Urusan
Bidang

Bidang
Lingkungan
Hidup

Bidang
Lingkungan
Hidup

Bidang
Lingkungan
Hidup
Bidang
Lingkungan
Hidup

Bidang
Pangan

Konsep

Tempat
Pengelolaan
Sampah
Reduce,
Reuse, Dan
Recycle
Limbah

Nerasa
Pengelolaan
Sampah
Lingkungan

Indeks
Ketahanan
Pangan (IKP)

Definisi

kegiatan pengumpulan dan
pengangkutan sampah

Banyaknya Tempat Pengolahan Sampah
Reuse, Reduce, dan Recycle

Banyaknya jenis limbah padat dan cair
yang dihasilkan oleh suatu tempat
seperti rumah sakit, klinik, tempat
wisata, UKM, militer, tipe B,C, IV
Banyaknya sampah yang ditangani,
dikurangi dan dikelola

Rasio pengaduan terkait lingkungan
yang masuk dengan
penyelesaian/penanganannya

ukuran yang digunakan untuk menilai
kondisi ketahanan pangan suatu
wilayah, baik itu desa, kabupaten, kota,
maupun provinsi.IKP disusun
berdasarkan beberapa indikator yang
mengukur tiga aspek utama ketahanan
pangan, yaitu ketersediaan pangan,

Klasifikasi

Jenis limbah

Kategori
penanganan
sampah
Tahapan
Pengaduan

Wilayah

Ukuran

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Indeks

Satuan

TPS3R

Unit

ton

Pengadu-
an

Periode

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Akses

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Cakupan
Wilayah

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten
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No

10

11

12

13

14

15

Nama Daftar
Data

Indeks Kualitas
Lingkungan
Hidup (IKLH)

Jenis Flora dan
Fauna yang
Dilindungi

Jumlah
Armada
Pengelolaan
Sampah
Jumlah TPA

Perusahaan
yang
Mendapat Izin
Mengelolaa
Limbah B3
Skor Pola
Pangan
Harapan

Kode
Standart
Statistik

31010018

31010062

K00194

10410167

Kode
referensi

2.11

2.11

2.11

2.11

2.11

2.09

Urusan
Bidang

Bidang
Lingkungan
Hidup

Bidang
Lingkungan
Hidup

Bidang
Lingkungan
Hidup

Bidang
Lingkungan
Hidup

Bidang
Lingkungan
Hidup

Bidang
Pangan

Konsep

Indeks
Kualitas
Lingkungan
Hidup

Flora, Fauna

Armada
Pengelolaan
Sampah

Tempat
Pembuangan

Akhir (TPA)

Izin Limbah
B3

Pangan

Definisi

keterjangkauan pangan (akses), dan
pemanfaatan pangan

Indeks untuk mengukur kualitas
lingkungan hidup di suatu wilayah pada
waktu tertentu. IKLH merupakan nilai
komposit dari beberapa parameter
lingkungan hidup, seperti: Kualitas air,
Kualitas udara, Keberlanjutan sumber
daya alam, Kebersihan lingkungan,
Faktor sosial ekonomi

Jenis hewan dan tumbuhan yang
dilindungi dan/atau terancam punah
dan dilakukan upaya perlindungan,
pelestarian dan/atau pemanfaatan
Banyaknya kendaraan/ armada yang
dikhususkan untuk bidang pengelolaan
sampah

Banyaknya tempat yang digunakan
untuk memproses dan mengembalikan
sampah ke media lingkungan dalam
suatu wilayah.

Banyaknya perusahaan yang
mendapatkan izin untuk mengelola
limbah bahan berbahaya dan beracun
(B3)

Angka yang menggambarkan jumlah dan
komposisi atau ketersediaan pangan.
Nilai ini diperoleh dari perkalian

Klasifikasi

Unsur
Pendukung
IKLH

Jenis Flora
Jenis Fauna

Jenis Armada

Status

Keaktifan

Sektor Usaha

Wilayah

Ukuran

Indeks

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Indeks

Satuan

ekor/
buah

Unit

TPA

Perusaha-
an

Periode

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Akses

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Cakupan
Wilayah

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten
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No

Nama Daftar
Data

Kode
Standart
Statistik

Kode
referensi

Urusan
Bidang

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No

Nama Daftar
Data

Jumlah
Bumdes
Berdasarkan
Keaktifan
(Unit)
Kerjasama
Pemerintah
Desa

Klasifikasi
Profil Desa

Lembaga
Kemasyarakat-
an di Desa

Kode
Standart
Statistik

23010082

Kode
referensi

2.13

2.13

2.13

2.13

Urusan
Bidang

Bidang
pemberdaaan
Masyarakat
dan Desa

Bidang
pemberdaaan
Masyarakat
dan Desa
Bidang
pemberdaaan
Masyarakat
dan Desa
Bidang
pemberdaaan
Masyarakat
dan Desa

Konsep

Konsep

Badan Usaha
Milik Desa

Kerjasama
Pemerintah
Desa

Klasifikasi
Desa

Masyarakat

Definisi

persentase angka kecukupan energi
setiap golongan bahan pangan dengan
bobotnya. Jika skor konsumsi pangan
mencapai 100, maka wilayah tersebut
dikatakan tahan pangan.

Definisi

Rasio aktif dan non aktif badan usaha
yang dikelola oleh desa dan dimiliki
sebagian besar atau seluruh modalnya
oleh desa

Banyaknya kerjasama yang dijalankan
pemerintah desa dengan desa lain atau
pihak ketiga

Penggolongan desa berdasarkan tingkat
perkembangannya meliputi swadaya,
swasembada, dan swakarya

Jenis lembaga kemasyarakatan yang ada
di desa seperti RT,RW,PKK,LPM, dan
Lembaga adat

Klasifikasi

Klasifikasi

Status
Keaktifan

Jenis
Kerjasama
berdasarkan
pelaksananya
Klasifikasi
Profil desa

Jenis

Lembaga
Kemasyarakat-
an Desa

Ukuran

Ukuran

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Satuan

Satuan

Unit

Kerjasama

Desa

Lembaga

Periode

Periode

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Akses

Akses

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbuka
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No

Nama Daftar
Data

Pasar Desa

Persentase
Desa
Berkategori
Desa Mandiri

Persentase
desa berstatus
swasembada
terhadap total
desa

Status Desa
(Indeks
Membangun)

Kode

Standart Kode .
L. referensi
Statistik
23010082 2.13
31010062 @ 2.13
2.13

32010031 2.13

Urusan
Bidang

Bidang
pemberdaaan
Masyarakat
dan Desa
Bidang
pemberdaaan
Masyarakat
dan Desa

Bidang
pemberdaaan
Masyarakat
dan Desa

Bidang
pemberdaaan
Masyarakat
dan Desa

Konsep

Pasar Desa

Desa Mandiri

Dewa
Swasembada

Status Desa

Definisi Klasifikasi

Banyaknya tempat/pusat perekonomian  Jenis usaha
masyarakat desa seperti ruko, tempat
makan, kios, los, dan lapak

Banyaknya desa yang mempunyai
ketersediaan dan akses terhadap
pelayanan dasar yang mencukupi,
infrastruktur yang memadai,
aksesibilitas transportasi yang tidak sulit,
pelayanan umum yang bagus, serta
penyelenggaraan pemerintahan yang
sudah sangat baik.

perbandingan desa kategori
swasembada dengan jumlah
desa/kelurahan, yang dinyatakan dalam
persen

Status Desa yang diukur melalui Indeks Status Desa
Desa Membangun (IDM) adalah lima

klasifikasi status kemajuan dan

kemandirian desa, yaitu Desa Mandiri,

Desa Maju, Desa Berkembang, Desa

Tertinggal, dan Desa Sangat Tertinggal.

Klasifikasi ini didasarkan pada tiga

dimensi utama: Ketahanan Sosial,

Ketahanan Ekonomi, dan Ketahanan
Ekologi/Lingkungan.

Ukuran

Jumlah

Persentase

Persentase

Jumlah

Satuan

Unit

Persen

Persen

Desa

Periode

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Akses

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbuka
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Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu

No

Nama Daftar
Data

Bentuk
Perusahaan
0SS

Data perizinan
dan non
perizinan
Data Tenaga
Kerja
perusahaan
per sektor
Investasi Per
Sektor (Rp
Juta) th 2020
s.d. 2022
Jumlah
Investor per
sektor

kriteria Skala
Usaha invetasi
perusahaan

Kode
Standart
Statistik

K02159

23010064

23020048

Kode
referensi

2.18

2.18

2.18

2.18

2.18

2.18

Urusan
Bidang

Bidang
Penanaman
Modal

Bidang
Penanaman
Modal
Bidang
Penanaman
Modal

Bidang
Penanaman
Modal

Bidang
Penanaman
Modal

Bidang
Penanaman
Modal

Konsep

Badan/
perusahaan

perizinan

Tenaga Kerja

Investasi

Investor

Skala Usaha

Definisi

Suatu status bagi unit usaha berbadan
hukum maupun usaha tidak berbadan
hukum, yang didirikan di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia dan
melakukan usaha dan/atau kegiatan
pada bidang tertentu.

Banyaknya perizinan dan non perizinan
yang dilakukan oleh
perseorangan/organisasi

Banyaknya orang yang bekerja pada
suatu perusahaan

Besarnya investasi diberbagai sektor
seperti pertanian, perdagangan, hotel
dan restoran, dll

Individu atau badan usaha yang
menanamkan modal untuk
mendapatkan keuntungan finansial.
Modal tersebut dapat ditanamkan
dalam berbagai instrumen investasi,
seperti saham, obligasi, reksa dana, real
estate, komoditas, dan bisnis
Pengkategorian usaha berdasarkan
kemampuan usaha dalam mengelola
usahanya ditinjau dari kriteria total aset
yang dimiliki perusahaan, jumlah

Klasifikasi

Jenis
Perusahaan
berdasarkan
bentuk

Jenis lIzin

Sektor

Sektor

Sektor

Jenis usaha

berdasarkan
skala

Ukuran

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Satuan

Unit

Izin

Orang/
Pekerja

Juta
Rupiah

Investor

Unit

Periode

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Akses

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Cakupan
Wilayah

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten
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No

10

11

12

Nama Daftar
Data

Rata-rata lama
proses
perijinan;

Nilai Realisasi
Investasi
Penanaman
Modal per
Sektor
Nomor Induk
Berusaha

Penyertaan
Penanaman
Modal
(PMA/PMDN)

Pengaduan

Pertumbuhan
Realisasi
Investasi

Kode
Standart
Statistik

23010064

23010064

23010064

Kode
referensi

2.18

2.18

2.18

2.18

2.18

2.18

Urusan
Bidang

Bidang
Penanaman
Modal

Bidang
Penanaman
Modal

Bidang
Penanaman
Modal
Bidang
Penanaman
Modal

Bidang
Penanaman
Modal

Bidang
Penanaman
Modal

Konsep

Perijinan

Investasi

Nomor Induk
Berusaha

Penanaman
Modal

Pengaduan

Realisasi
Investasi

Definisi

karyawan, dan/atau jumlah pendapatan
yang diperoleh perusahaan dalam satu
periode akuntansi, dan/atau kriteria lain
sesuai sektor usaha.

Rata-rata lamanya proses perijinan.
Proses ini ada yang memakan hitungan
jam hingga hari hari, tergantung dari
jenis perijinannya

Besarnya nilai realisasi investasi
penanaman modal per sektor pembina

Banyaknya Identitas pelaku usaha yang
diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah
pelaku usaha melakukan pendaftaran.
Kegiatan menanam modal untuk
melakukan usaha, baik oleh penanam
modal dalam negeri maupun asing.

Banyaknnya pengaduan yang massuk
pada Dinas Penaman Modal dan
Pelayanan Satu Pintu Kabupaten
Magetan

Peningkatan nilai investasi yang
terealisasi dari satu periode ke periode
berikutnya, yang biasanya dihitung
berdasarkan perbandingan dari tahun ke
tahun (year-on-year)

Klasifikasi

Jenis
Perijinan

Sektor
Pembinaan

Jenis
penanaman
modal
berdasarkan
sumbernya

Sektor
Kementerian

Ukuran

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Persentase

Satuan

hari/ jam

Juta
Rupiah

NIB

PMA,
PMDN

Pengadu-
an

Persen

Periode

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Akses

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Cakupan
Wilayah

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten
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Kode

Standart
Statistik

Realisasi 23010064

Proyek

Penanaman

Modal Per

Sektor th 2020

s.d. 2022

Sebaran

proyek

berdasarkan

resiko

Sebaran

proyek per

kecamatan

Nama Daftar
Data

Sumber 23020042
penyertaan

investasi

penanaman

modal

Urusan
Bidang

Bidang
Penanaman
Modal

Bidang
Penanaman
Modal

Bidang
Penanaman
Modal

Bidang
Penanaman
Modal

Konsep

Penanaman
Modal

Proyek
Berdasarkan
Resiko

Proyek

Sumber

Investasi

Definisi

Banyaknya realisasi proyek penamanan
modal per sektor

Pengkatorgorian jenis proyek
berdasarkan resikonya dari rendah
hingga tinggi

Banyaknya proyek per kecamatan.
Proyek adalah serangkaian tugas yang
terstruktur dan bersifat sementara
untuk mencapai tujuan tertentu yang
spesifik, unik, dan tidak rutin. Proyek

memiliki awal dan akhir yang jelas, serta

dibatasi oleh waktu, biaya, dan sumber
daya yang dibutuhkan. Contohnya
termasuk pembangunan gedung baru
Besarya investasi yang masuk di
Kabupaten Magetan

Klasifikasi

Sektor

Tingkatan
resiko

Wilayah
(Kecamatan)

Sumber
investasi

Satuan

Proyek

Proyek

Juta
Rupiah

Cakupan
Wilayah

Kabupaten

Kabupaten

Kecamatan

Kabupaten
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Sekretariat DPRD

No

Nama Daftar
Data

Anggota DPRD

Fraksi

Indeks
Kepuasan
DPRD
terhadap
Pelayanan
Sekretariat
DPRD
Komisi

Partai

Kode
Standart
Statistik

11010011

K01077

25010045

K01077

K01077

Kode
referensi

4.02

4.02

4.02

4.02

4.02

Urusan
Bidang

Sekretariat
DPRD

Sekretariat
DPRD
Sekretariat
DPRD

Sekretariat
DPRD
Sekretariat
DPRD

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No

Nama Daftar
Data

Banyaknya
Hari Hujan
Menurut
Lokasi

Kode
Standart
Statistik

Kode
referensi

1.03

Urusan
Bidang

Bidang
Pekerjaan
Umum dan
Penataan
Ruang

Konsep

Dewan
Perwakilan
Rakyat
Daerah
Fraksi

Indeks
Pelayanan

Publik/IKM
DPRD

Komisi

Partai

Konsep

Hari Hujan

Definisi

Banyaknya anggota DPRD di
Kab.Magetan

Banyaknya Fraksi pada sekretariatan
DPRD Kab.Magetan

indikator yang digunakan untuk
mengukur kualitas pelayanan di DPRD,
berfokus pada kinerja pelayanan
sekretariat DPRD

Banyaknya komisi pada sekretariatan
DPRD Kab.Magetan
Banyaknya partai

Definisi

Banyaknya hari terjadi hujan di setiap
lokasi penakar hujan

Klasifikasi

Jenis Kelamin

Klasifikasi

Lokasi
Penakar
Hujan

Ukuran

Jumlah

Jumlah

Indeks

Jumlah

Jumlah

Ukuran

Jumlah

Satuan

Orang

Fraksi

Indeks

Komisi

Partai

Satuan

Hari

Periode

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Periode

Tahunan

Akses

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Akses

Terbuka

Cakupan
Wilayah

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten

Cakupan
Wilayah

Kabupaten
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No

Nama Daftar
Data

Penangkar
Hujan
Banyaknya
Lokasi Penakar
Hujan Per
Kecamatan

Bendung
Embung
Waduk
Magetan

Data Layanan
Laboratorium
DPUPR

Data Luas

Tanam Padi
per Musim
Tanam (Ha)

Data Luas
Tanam
Polowijo per
Musim Tanam
(Ha)

Data Luas
Tanam Tebu

Kode
Standart
Statistik

31010034

24110214

24110216

Kode
referensi

1.03

1.03

1.03

1.03

1.03

1.03

Urusan
Bidang

Bidang
Pekerjaan
Umum dan
Penataan
Ruang
Bidang
Pekerjaan
Umum dan
Penataan
Ruang
Bidang
Pekerjaan
Umum dan
Penataan
Ruang
Bidang
Pekerjaan
Umum dan
Penataan
Ruang
Bidang
Pekerjaan
Umum dan
Penataan
Ruang
Bidang
Pekerjaan
Umum dan

Konsep

Penakar
Hujan

Bendungan;
Waduk;
embung

Laboratorium

Luas Tanam;
Padi

Luas Tanam;
Polowijo

Luas Tanam;
Tebu

Definisi

Banyaknya tempat yang dipasangi alat
pengukur curah hujan

Jumlah infrastruktur yang diperuntukkan
menampung air dan/atau air hujan yang
dapat dipergunakan untuk pertanian dll

Data pelayanan/jasa yang berkaitan
dengan pengujian laboratorium

Luas lahan yang ditanami padi dalam
satu musim tanam

Luas lahan yang ditanami polowijo
dalam satu musim tanam

Luas lahan yang ditanami tebu dalam
satu musim tanam

Klasifikasi

Wilayah
(Kecamatan)

Jenis
bendungan

Jenis Layanan
Laboratorium

Musim
Tanam

Musim
Tanam

Musim
Tanam

Ukuran

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Luas

Luas

Luas

Satuan

Lokasi

Unit

Layanan

Ha

Ha

Ha

Periode

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Akses

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Cakupan
Wilayah

Kecamatan

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten
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No

10

11

12

Nama Daftar
Data

per Musim
Tanam (Ha)
Jumlah Curah
Hujan
Menurut
Lokasi Penakar
Hujan

Kondisi Jalan
Aspal
Kabupaten
(Km)

Kondisi
Jembatan
Magetan (Bh)

luas wilayah
perkotaan;

Panjang Jalan
Menurut Jenis
Permukaan
Jalan (Km)

Kode
Standart
Statistik

24410046

24410024

SD00460.
00.00

24410046

Kode
referensi

1.03

1.03

1.03

1.03

1.03

Urusan
Bidang

Penataan
Ruang
Bidang
Pekerjaan
Umum dan
Penataan
Ruang
Bidang
Pekerjaan
Umum dan
Penataan
Ruang
Bidang
Pekerjaan
Umum dan
Penataan
Ruang
Bidang
Pekerjaan
Umum dan
Penataan
Ruang

Bidang
Pekerjaan
Umum dan
Penataan
Ruang

Konsep

Curah Hujan

Jalan Aspal

Jembatan

Daerah
Perkotaan

Panjang Jalan

Definisi

Besarnya curah hujan pada tiap lokasi
penakar hujan

Pengkategorian kondisi aspa

Pengkategorian kondisi jembatan

Suatu wilayah administatif setingkat
desa/kelurahan yang memenuhi
persyaratan tertentu dalam hal
kepadatan penduduk, persentase rumah
tangga pertanian, dan sejumlah fasilitas
perkotaan, seperti jalan raya, sarana
pendidikan formal, sarana kesehatan
umum, dan sebagainya.

Panjang jalan yang dikategorikan
berdasarkan jenis permukaan jalannya

Klasifikasi

Lokasi
Penakar
Hujan

Tingkatan
kondisi jalan

Tingkatan
kondisi
jembatan

Jenis Jalan
menurut
jenis
permukaan

Ukuran

Jumlah

Panjang

Jumlah

Luas

Panjang

Satuan

Km

Unit

Ha

Km

Periode

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Akses

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Cakupan
Wilayah

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten
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No

13

14

15

16

17

18

Nama Daftar
Data

Persentase
Kesesuaian
Ruang

persentase
rumah tangga
(RT) yang
menggunakan
air bersih;
Persentase
Rumah Tangga
Berakses Air
Bersih (SPM)
Persentase
Rumah Tangga
Berakses
Sanitasi (SPM)
rasio panjang
jalan per
jumlah
kendaraan;

Rata-rata
Curah Hujan
per Bulan
(mm)

Kode
Standart
Statistik

10710008

10710008

10710032

24410046

Kode
referensi

1.03

1.03

3.29

3.29

1.03

1.03

Urusan
Bidang

Bidang
Pekerjaan
Umum dan
Penataan
Ruang
Bidang
Pekerjaan
Umum dan
Penataan
Ruang
Bidang Energi
dan Sumber
Daya Mineral

Bidang Energi
dan Sumber
Daya Mineral

Bidang
Pekerjaan
Umum dan
Penataan
Ruang
Bidang
Pekerjaan
Umum dan
Penataan
Ruang

Konsep

Ruang

Air berish

Air Bersih

Rumah
tangga,
Sanitasi

Jalan
Kendaraan

Curah Hujan

Definisi

ukuran yang menunjukkan seberapa
baik pemanfaatan ruang di suatu
wilayah sesuai dengan rencana tata
ruang yang telah ditetapkan

perbandingan rumah tangga yang
mengakses air bersih dengan jumlah
seluruh rumah tangga

Indikator yang mengukur proporsi
rumah tangga yang memiliki akses
terhadap air bersih yang layak

Bagian dari populasi rumah tangga, yang
memiliki akses terhadap sanitasi layak
(layak sendiri dan layak bersama).

ukuran yang membandingkan panjang
jalan yang tersedia dengan jumlah
kendaraan yang menggunakan jalan
tersebut

Nilai rata-rata curah hujan untuk setiap
bulan selama periode 30 hari berturut-
turut.

Klasifikasi

Ukuran

Persentase

Persentase

Persentase

Persentase

rasio

Rata-rata

Satuan

Persen

Persen

Persen

Persen

mm

Periode

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Bulanan

Akses

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Cakupan
Wilayah

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten
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No

Nama Daftar Kode

Data Standart
Statistik
19 | Saluranlrigasi = K02359

Magetan

Kode
referensi

1.03

Urusan
Bidang

Bidang
Pekerjaan
Umum dan
Penataan
Ruang

Irigasi

Konsep

Definisi

Panjangnya prasarana irigasi yang
berfungsi untuk mengalirkan air dari
sumber air ke lahan pertanian

Klasifikasi

Jenis saluran

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

No

Nama Daftar Kode
Data Standart
Statistik
Data Bina
Keluarga Balita
(BKB), Bina
Keluarga

Remaja (BKR),
Bina Keluarga
Lansia (BKL),
Data Pusat
Informasi
Konseling
Remaja/
Mahasiswa
(PIK/RM)
Data Binaan

Kode
referensi

2.08

2.08

Urusan Bidang
Bidang Binaan
Pemberdayaan
Perempuan

dan

Perlindungan

Anak

Bidang Binaan
Pemberdayaan
Perempuan

dan

Konsep

Definisi

Data terkait jumlah Binaan Keluarga
balita, remaja, lansia, dan konseling
remaja/mahasiswa yang mendapat
penyuluhan/pendampingan dari
DPPKBPPPA Kabupaten Magetan

Data terkait jumlah Binaan Keluarga
balita, remaja, lansia, dan konseling
remaja/mahasiswa yang mendapat
penyuluhan/pendampingan dari
DPPKBPPPA Kabupaten Magetan

Klasifikasi

Jenis
Pembinaan

Jenis
Pembinaan

Ukuran

Panjang

Ukuran

Jumlah

Jumlah

Satuan

Meter

Satuan

Kelompok

Periode

Tahunan

Periode

Tahunan

Tahunan

Cakupan
Akses Wilayah
Terbuka Kabupaten
Cakupan
Akses Wilayah
Terbuka Kabupaten
Terbuka | Kabupaten
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No

Kode
Standart
Statistik

Nama Daftar
Data

Data 10410014

Kontrasepsi

Data Penyakit 10410037

HIV

Kampung KB

Kasus 10810072
Kekerasan,
dan
Perlindungan
Anak
Keluarga 10410204
Beresiko

Stunting per

Kecamatan

Kode
referensi

2.14

1.02

2.14

2.08

2.08

Urusan Bidang

Perlindungan
Anak

Bidang
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga
Berencana
Bidang
Kesehatan

Bidang
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga
Berencana

Bidang
Pemberdayaan
Perempuan
dan
Perlindungan
Anak

Bidang
Pemberdayaan
Perempuan
dan

Konsep

Alat
Kontrasepsi

HIV

Kampung KB

Kekerasan;
Perlindungan

Keluarga;
stunting

Definisi Klasifikasi Ukuran
Banyaknya pengguna alat kontrasepsi Jenis Alat Jumlah
berdasarkan jenisnya Kontrasepsi
Banyaknya orang yang terserang virus Wilayah Jumlah
HIV. HIV adalah virus yang menyerang (Kecamatan)
sistem kekebalan tubuh, khususnya sel
CD4 (jenis sel darah putih yang penting
untuk melawan infeksi).
Banyaknya satuan wilayah setingkat Jumlah
desa dimana terdapat integrasi dan
konvergensi penyelenggaraan
pemberdayaan dan penguatan institusi
keluarga dalam seluruh dimensinya guna
meningkatkan kualitas sumber daya
manusia, keluarga dan masyarakat.
Banyaknya korban kekerasan pada anak  Jenis Jumlah
dan perempuan, serta kekerasan
persentase penyelesaiannya
Keluarga yang memiliki satu atau lebih Wilayah Jumlah
faktor risiko stunting yang terdiri dari (Kecamatan)

keluarga yang memiliki anak remaja
puteri/calon pengantin/lbu Hamil/anak
usia 0 — 23 bulan/anak usia 24 — 59

Satuan

Pengguna

Orang

Desa

Kasus

Keluarga

Periode

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Akses

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbuka
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Cakupan
Wilayah

Kabupaten

Kecamatan

Kabupaten

Kabupaten

Kecamatan



No

10

Kode
Standart
Statistik

Nama Daftar
Data

Klinik Keluarga = K00830
Berencana
(KKB),
Pembantu
Pembina
Keluarga
Berencana
Desa (PPKBD),
Penyuluh
Kesehatan
Reproduksi
(Kespro)
Partisipasi
Angkatan
Kerja
Perempuan

PLKB dan
Institusi
Masyarakat

Kode
referensi

2.14

2.08

2.08

Urusan Bidang

Perlindungan
Anak

Bidang
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga
Berencana

Bidang
Pemberdayaan
Perempuan
dan
Perlindungan
Anak

Bidang
Pemberdayaan
Perempuan
dan
Perlindungan
Anak

Konsep

Klinik

angkatan
kerja
perempuan

Petugas
Lapangan
Keluarga
Berencana;
Institusi
Masyarakat

Definisi

bulan berasal dari keluarga miskin,
pendidikan orang tua rendah, sanitasi
lingkungan buruk, dan air minum tidak
layak.

Banyaknya KKB, PPKBD, dan penyuluh
reproduksi (Kespro)

Persentase perempuan usia kerja yang
aktif dalam pasar tenaga kerja, baik
bekerja maupun mencari pekerjaan

Petugas Lapangan Keluarga Berencana
yang memiliki tugas, wewenang, dan
tanggung jawab untuk mengelola dan
melaksanakan program Keluarga
Berencana dan Pembangunan Keluarga
dan wadah untuk mengelola dan
melaksanakan program KB nasional di

Klasifikasi

Kelompok
umur

Ukuran

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Satuan Periode

Tahunan

Unit

perempuan Tahunan

Orang, Tahunan

institusi

Cakupan

Akses Wilayah
Terbuka | Kabupaten
Terbuka Kabupaten
Terbuka | Kabupaten
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Kode

Nama Daftar Kode
No Standart .
Data L. referensi
Statistik

11 Skor Evaluasi 2.08

KLA

(Kabupaten

Layak Anak)

12 | Total Fertility
Rate

10410005 2.14

Dinas Komunikasi dan Informatika

K

Nama Daftar ode Kode

No Data Standart referensi
Statistik

1 Cakupan 2.20

Ketersediaan
Data Statistik
Sektoral

Urusan Bidang

Bidang
Pemberdayaan
Perempuan
dan
Perlindungan
Anak

Bidang
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga
Berencana

Urusan
Bidang

Bidang
Statistik

Konsep

Evaluasi KLA

Kelahiran
Hidup

Konsep

Data
Statistik

Definisi

tingkat desa, kelurahan, dusun, RW, dan
RT

Evaluasi pada program yang bertujuan
untuk menjamin pemenuhan hak anak
dan perlindungan khusus anak di suatu
daerah (KLA) yang dilakukan dengan 24
indikator yang mencerminkan
implementasi atas 5 klaster substantif
Konvensi Hak Anak

Angka yang menggambarkan rata-rata
jumlah anak yang dilahirkan seorang
perempuan selama masa usia suburnya

Definisi

Ketersediaan data statistik sektoral
merujuk pada cakupan dan aksesibilitas
data statistik yang dihasilkan oleh
berbagai instansi pemerintah sesuai
dengan bidang tugasnya masing-masing.
Data ini penting untuk perencanaan,
pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian
pembangunan nasional serta untuk

Klasifikasi Ukuran Satuan Periode Akses Ca!<upan
Wilayah
Nilai Tahunan Terbuka Kabupaten
Indeks Tahunan Terbuka Kabupaten
et s . Cakupan
Klasifikasi Ukuran Satuan Periode Akses .
Wilayah
Persentase Persen Tahunan Terbuka Kabupaten
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No

Kode
Standart
Statistik

Nama Daftar
Data

Daftar Media
Terferivikasi

Data Aplikasi

Data WiFi
HotSpot

Jumlah Konten
Informasi
Kebijakan
Pemerintah

Kelompok
Informasi
Masyarakat
(KIM)

Penilaian
SPBE,

Kode
referensi

2.16

2.16

2.16

2.16

2.16

25010045 2.16

Urusan
Bidang

Bidang
Komunikasi
dan
Informatika
Bidang
Komunikasi
dan
Informatika

Bidang
Komunikasi
dan
Informatika
Bidang
Komunikasi
dan
Informatika

Bidang
Komunikasi
dan
Informatika

Bidang
Komunikasi

Konsep

Media

Aplikasi

Wifi; HotSpot

Konten

Kelompok
Informasi
Masyarakat
(KIM)

Sistem
Pemerintahan

Definisi Klasifikasi
pengambilan
sektor.
Daftar media yang sudah terverifikasi
dewan pers sebagai media yang sudah
memenubhi syarat penegakan kode etik
jurnalistik.

Banyaknya inovasi pemerintah yang
memanfaatkan teknologi informasi
untuk meningkatkan efisiensi,
transparansi, efektivitas, dan
akuntabilitas penyelenggaraan
pemerintahan

Banyaknya wifi/hotspot internet per
sektor

keputusan di berbagai

Jenis Media

Sektor

Banyaknya informasi yang tersedia
melalui media atau produk elektronik,
dan bertujuan untuk memberikan
informasi tertentu. Konten informasi
dapat berupa tulisan, gambar, video,
atau kombinasi dari ketiganya
Banyaknya lembaga layanan publik yang
dibentuk oleh, dari, dan untuk
masyarakat. KIM berfokus pada layanan
informasi dan pemberdayaan
masyarakat untuk meningkatkan nilai
tambah

Nilai yang diberikan pada
penyelenggaraan pemerintahan yang

Jenis
Penilaian

Ukuran

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Indeks

Satuan

Media

Aplikasi

Titik

konten

Kelompok

Periode

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Akses

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbuka
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Cakupan
Wilayah

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten



No

Nama Daftar
Data

Kepuasan
Masyarakat,
EPSS, Evaluasi
SDI

Persentase
Perangkat
Daerah yang
Melaksanakan
Kebijakan
Keamanan
Informasi

Jumlah Data
dan Produsen
Data Sektoral
Kabupaten
Magetan

Kode

Kode Urusan
Standart referensi Bidan
Statistik 8
dan
Informatika
K02364 2.21 Bidang
Persandian
2.20 Bidang
Statistik

Konsep

Berbasis
Elektronik

Keamanan
Informasi

Data Sektoral

menggunakan teknologi informasi dan
komunikasi; Nilai untuk kepuasan
masyarakat terhadap layanan instansi;
Nilai penyelenggaraan Satu Data
Indonesia di Kabupaten Magetan
Seluruh perangkat daerah yang
bertanggung jawab atas operasional
teknologi informasi dan infrastruktur
serta aplikasi Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik (SPBE). Namun,
pelaksanaannya dikoordinasikan oleh
Sekretaris Daerah atau pejabat yang
ditunjuk sebagai penanggung jawab
manajemen keamanan informasi SPBE,
yang kemudian membentuk tim untuk
mengelola keamanan informasi.
Banyaknya data statistik yang dihasilkan
dan dikelola oleh instansi pemerintah
sesuai dengan urusan atau bidangnya
masing-masing (sektor) dan jumlah
seluruh Perangkat Daerah yang
memproduksi dan/atau menghasilkan
data sesuai urusan tugas dan

kewenanganya

Klasifikasi Ukuran Satuan Periode Akses Ca!<upan
Wilayah
Persentase Persen Tahunan  Terbuka Kabupaten
Jumlah Data ; Tahunan Terbuka Kabupaten
Perangkat
Daerah
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Bagian Perekonomian dan SDA

No

Nama Daftar
Data

Harga Bawang
Merah per
Bulan

Harga Bawang
Putih per
Bulan

Harga Beras
per Bulan
Harga Cabe
Merah Besar
per Bulan

Harga Cabe
Merah Keriting
per Bulan

Kode
Kode
Standart .
.. referensi
Statistik

27010003 3.30

27010004 3.30

27010005 3.30

27010006 3.30

27010006 3.30

Urusan
Bidang

Bidang
Perdagangan

Bidang
Perdagangan

Bidang
Perdagangan
Bidang
Perdagangan

Bidang
Perdagangan

Konsep

Harga Eceran

Harga Eceran

Harga Eceran

Harga Eceran

Harga Eceran

Definisi

Nilai per kilogram bawang merah lokal
berukuran sedang, tidak dapat diganti
dengan ukuran dan varian lain.
Umumnya harga eceran didekati dengan
penghitungan harga rata-rata di tingkat
pedagang eceran.

Nilai per kilogram bawang putih impor
honan dan kating berukuran sedang,
dan tidak dapat diganti dengan varian
bawang putih lain, dan varian yang
dipantau harus konsisten sepajang
pemantauan berlangsung. Umumnya
harga eceran didekati dengan
penghitungan harga rata-rata di tingkat
pedagang eceran.

Rata-rata harga beras per kilogram
dalam satu bulan

Nilai per kilogram cabai merah besar,
cabai merah keriting, cabai rawit merah,
dan cabai rawit hijau; dan tidak dapat
disubstitusi dengan varian cabai lain.
Harga eceran cabai harus berasal dari
varian yang sama selama pemantauan,
dan dihitung dengan pendekatan harga
rata-rata di tingkat pedagang eceran.
Nilai per kilogram cabai merah besar,
cabai merah keriting, cabai rawit merah,
dan cabai rawit hijau; dan tidak dapat

Klasifikasi

Ukuran

Rata-rata

Rata-rata

Rata-rata

Rata-rata

Rata-rata

Satuan

Rupiah

Rupiah

Rupiah

Rupiah

Rupiah

Periode

Bulanan

Bulanan

Bulanan

Bulanan

Bulanan

Cakupan

Akses Wilayah
Terbuka Kabupaten
Terbuka Kabupaten
Terbuka Kabupaten
Terbuka ' Kabupaten
Terbuka Kabupaten
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No

10

11

Nama Daftar
Data

Harga Cabe
Rawit per
Bulan

Harga Daging
Ayam Ras per
Bulan

Harga Daging
Sapi per Bulan
Harga Gula
Pasir per Bulan
Harga Jagung
Pipil per Bulan

Harga Kedelai
per Bulan

Kode
Standart
Statistik

27010006

27010008

27010007

24110224

27010012

27010014

Kode
referensi

3.30

3.30

3.30

3.30

3.30

3.30

Urusan
Bidang

Bidang
Perdagangan

Bidang
Perdagangan

Bidang
Perdagangan
Bidang
Perdagangan
Bidang
Perdagangan

Bidang
Perdagangan

Konsep

Harga Eceran

Harga Eceran

Harga Eceran

Harga Eceran

Harga Eceran

Harga Eceran

Definisi Klasifikasi
disubstitusi dengan varian cabai lain.
Harga eceran cabai harus berasal dari
varian yang sama selama pemantauan,
dan dihitung dengan pendekatan harga
rata-rata di tingkat pedagang eceran.
Nilai per kilogram cabai merah besar,
cabai merah keriting, cabai rawit merah,
dan cabai rawit hijau; dan tidak dapat
disubstitusi dengan varian cabai lain.
Harga eceran cabai harus berasal dari
varian yang sama selama pemantauan,
dan dihitung dengan pendekatan harga
rata-rata di tingkat pedagang eceran.
Rata-rata harga daging ayam ras per
kilogram dalam satu bulan

Rata-rata harga daging sapi per kilogram
dalam satu bulan

Rata-rata harga gula pasir ras per
kilogram dalam satu bulan

Nilai per kilogram biji jagung yang sudah
dikeringkan, tidak dapat dilakukan
substitusi dengan varian jagung lain.
Umumnya harga eceran didekati dengan
penghitungan harga rata-rata di tingkat
pedagang eceran.

Nilai per kilogram kacang-kacangan yang
diperjualbelikan dalam bentuk bijian
kering dan digunakan sebagai sumber
pangan, meliputi kacang tanah dan

Ukuran

Rata-rata

Rata-rata

Rata-rata

Rata-rata

Rata-rata

Rata-rata

Satuan

Rupiah

Rupiah

Rupiah
Rupiah

Rupiah

Rupiah

Periode

Bulanan

Bulanan

Bulanan

Bulanan

Bulanan

Bulanan

Akses

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Cakupan
Wilayah

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten
Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten
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No

12

13

14

15

Nama Daftar
Data

Harga Minyak
per Bulan
Harga Telur
per Bulan
Penyaluran
Kredit Usaha
Rakyat
Menurut
Sektor
Penyaluran
Kredit Usaha
Rakyat
Menurut
Skema Dan
Penyalur

Kode
Standart
Statistik

27010017

27010021

24610016

24610016

Kode
referensi

3.30

3.30

2.18

2.18

Urusan
Bidang

Bidang
Perdagangan
Bidang
Perdagangan
Bidang
Penanaman
Modal

Bidang
Penanaman
Modal

Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

No

Nama Daftar
Data

Data
Inventarisasi
Kawasan
Kumuh

Kode
Standart
Statistik

Kode
referensi

1.04

Urusan
Bidang

Bidang
Perumahan
dan Kawasan
Permukiman

Konsep

Harga Eceran
Harga Eceran

Kredit Usaha
Rakyat

Kredit Usaha
Rakyat

Konsep

Kawasan
Kumuh

kacang hijau; dan tidak dapat
disubstitusi dengan varian lain.
Umumnya harga eceran didekati dengan
penghitungan harga rata-rata di tingkat
pedagang eceran.

Rata-rata harga minyak goreng per
kilogram dalam satu bulan

Rata-rata harga telur ras per kilogram
dalam satu bulan

Pengkategorian jenis KUR berdasarkan

sektor

Penyaluran kredit usaha rakyat
berdasarkan jenis skema dan

penyalurnya

Kawasan kumuh adalah kawasan
permukiman yang tidak layak huni dan
memiliki kualitas yang buruk

Klasifikasi

Jenis sektor
usaha

Jenis Kredit
Usaha Rakyat
Menurut
Skema Dan
Penyalur

Klasifikasi

Ukuran

Rata-rata

Rata-rata

Jumlah

Jumlah

Ukuran

Jumlah

Satuan

Rupiah
Rupiah

Rupiah

Rupiah

Satuan

. Cakupan

Periode Akses Wilayah
Bulanan | Terbuka Kabupaten
Bulanan  Terbuka Kabupaten
Tahunan  Terbuka Kabupaten
Tahunan Terbuka Kabupaten
. Cakupan
Periode @ Akses Wilayah
Tahunan Terbuka Kabupaten
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No

7

Kode
Standart
Statistik

Nama Daftar
Data

Data
Prasarana
Permukiman

Jumlah
Backlog

Jumlah RTLH

yang
dilaksanakan

Jumlah Rumah

Jumlah Rumah
Susun

Jumlah Site
Plan dari
Pengembang

Kode
referensi

1.04

1.04

1.04

1.04

1.04

1.04

Urusan
Bidang

Bidang
Perumahan
dan Kawasan
Permukiman
Bidang
Perumahan
dan Kawasan
Permukiman
Bidang
Perumahan
dan Kawasan
Permukiman
Bidang
Perumahan
dan Kawasan
Permukiman
Bidang
Perumahan
dan Kawasan
Permukiman

Bidang
Perumahan

Konsep
Prasarana

Permukiman

Backlog

Rumah Tidak

Layak Huni

Rumah

Rumah Susun

Site Plan

Definisi

Kelengkapan fisik dasar lingkungan
hunian yang memenuhi standar untuk
kebutuhan bertempat tinggal yang
layak, sehat, aman, dan nyaman
Backlog dapat diartikan sebagai kondisi
kesenjangan antara jumlah rumah
terbangun dengan jumlah rumah yang
dibutuhkan rakyat.

Jumlah rumah yang masuk dalam
kategori RTLH yang sudah mendapat
bantuan perbaikan dari pemerintah

Banyaknya rumah yang berdiri di
wilayah Kab.Magetan

Banyaknya bangunan gedung bertingkat
yang dibangun dalam suatu lingkungan
yang terbagi dalam bagian-bagian yang
distrukturkan secara fungsional, baik
dalam arah horizontal maupun vertikal
dan merupakan satuan-satuan yang
masing-masing dapat dimiliki dan
digunakan secara terpisah, terutama
untuk tempat hunian yang dilengkapi

dengan bagian bersama, benda bersama

dan tanah bersama.

Banyaknya site plan dari pengembang
perumahan yang sudah disahkan. Site
plan perumahan adalah gambar dua

Klasifikasi

Wilayah
(Kecamatan)

Wilayah
(Kecamatan)

Wilayah
(Kecamatan)

Wilayah
(Kecamatan)

Ukuran

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Satuan

Unit

Rumah

Unit

Rumah
Susun

Site Plan

Periode

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Akses

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbuka
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Cakupan
Wilayah

Kabupaten

Kecamatan

Kecamatan

Kecamatan

Kecamatan

Kabupaten



No

10

11

12

Nama Daftar
Data

yang sudah
disahkan

Jumlah Site
Plan dari
Perorangan
yang sudah
disahkan

Rumah Tidak
Layak Huni
(RTLH)

Persentase
Rumah Layak
Huni (RLH)
Bagi Korban
Bencana
Persentase
Luasan
Permukiman
Kumuh yang
Tertangani
Persentase
Cakupan
Ketersediaan

Kode
Standart
Statistik

Kode
referensi

1.04

1.04

1.04

1.04

1.04

Urusan
Bidang

dan Kawasan
Permukiman

Bidang
Perumahan
dan Kawasan
Permukiman

Bidang
Perumahan
dan Kawasan
Permukiman
Bidang
Perumahan
dan Kawasan
Permukiman

Bidang
Perumahan
dan Kawasan
Permukiman

Bidang
Perumahan

Konsep

Site Plan
Perorangan

Rumah Tidak
Layak Huni

Rumah Layak
Huni

Penanganan
Permukiman
Kumuh

Rumah Layak
Huni

Definisi

dimensi yang merinci tata letak fisik
suatu proyek perumahan, termasuk
penempatan bangunan, jalan, fasilitas
umum seperti taman dan area hijau,
serta jaringan utilitas seperti drainase.
Banyaknya site plan perumahan dari
perorangan yang sudah disahkan. Site
plan perumahan adalah gambar dua
dimensi yang merinci tata letak fisik
suatu proyek perumahan, termasuk
penempatan bangunan, jalan, fasilitas
umum seperti taman dan area hijau,
serta jaringan utilitas seperti drainase.
Jumlah rumah yang tidak memenuhi
syarat kesehatan, keamanan, dan sosial

Banyaknya rumah layak huni bagi
korban bencana

Luasan permukiman kumuh yang sudah
ditangani oleh pemerintah daerah.

Rumah layak huni adalah rumah yang
memenuhi persyaratan keselamatan
bangunan, kecukupan minimum luas

Klasifikasi

Wilayah
(Kecamatan)

Ukuran

Jumlah

Jumlah

Persentase

Persentase

Persentase

Satuan

Site Plan

Rumah

Persen

Persen

Persen

Periode

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Akses

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbuka
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Cakupan
Wilayah

Kabupaten

Kecamatan

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten



No

13

Kode
Standart
Statistik

Nama Daftar
Data

Rumah Layak
Huni (RLH)

Persentase
Pengelolaan
Tanah untuk
Pembangunan
Kabupaten

RSUD dr. Sayidiman

No

Kode
Standart
Statistik

Nama Daftar
Data

ALOS/ BOR/
BTO/ GDR/
NDR/ TOI/
Infeksi
Nosokomial
RSUD dr.
Sayidiman
Magetan

Kode
referensi

1.04

Kode
referensi

1.02

Urusan
Bidang

dan Kawasan
Permukiman

Bidang
Perumahan
dan Kawasan
Permukiman

Urusan
Bidang

Bidang
Kesehatan

Konsep

Konsep

ALOS/ BOR/
BTO/ GDR/
NDR/ TOI/
Infeksi
Nosokomial

Definisi

bangunan, dan kesehatan penghuninya,

serta dilengkapi fasilitas lingkungan yang

memadai seperti air bersih, sanitasi, dan
penerangan.

Luasan tanah yang sudah dikelola untuk
pembangunan daerah

Definisi

ALOS (Rata-rata Lama Rawat), BOR
(Angka Penggunaan Tempat Tidur), BTO
(Angka Perputaran Tempat Tidur), TOI
(Tenggang Perputaran Tempat Tidur),
GDR (Angka Kematian Kasar), NDR
(Angka  Kematian Netto), adalah
indikator pelayanan di rumah sakit yang
mengukur efisiensi penggunaan tempat
tidur dan kualitas perawatan pasien,
sedangkan Infeksi Nosokomial adalah
infeksi yang diperoleh di rumah sakit,
terpisah dari kondisi awal pasien.

Klasifikasi

Klasifikasi

Ukuran Satuan

Persentase Persen

Ukuran Satuan

Persentase Persen

Periode

Tahunan

Periode

Tahunan

Akses

Terbuka

Akses

Terbuka

61

Cakupan
Wilayah

Kabupaten

Cakupan
Wilayah

Instansi



No

Nama Daftar

Data

Jumlah

Kunjungan Per

Klinik Rawat
Jalan
Jumlah

Kunjungan Per

Ruangan
Rawat Inap
Jumlah Rawat
Inap
Berdasarkan
10 Besar
Penyakit
Jumlah Rawat

Jalan Berdasar

Penyakit
Kunjungan
Rumah Sakit

Pasien Rawat
Inap per
Penjamin
Pasien Rawat
Jalan per
Penjamin
Pengolahan

Limbah Medis

Kg/bulan

Kode
Standart
Statistik

K01851

K01851

K01851

K01524

Kode
referensi

1.02

1.02

1.02

1.02

1.02

1.02

1.02

1.02

Urusan
Bidang

Bidang
Kesehatan

Bidang
Kesehatan

Bidang
Kesehatan

Bidang
Kesehatan

Bidang
Kesehatan

Bidang
Kesehatan

Bidang
Kesehatan

Bidang
Kesehatan

Konsep

Kunjungan
Per Klinik
Rawat Jalan

Kunjungan
Per Klinik
Rawat Inap

Rawat Inap
Berdasarkan
Penyakit

Rawat Jalan
Berdasarkan
Penyakit
Kunjungan
Rumah Sakit

Rawat Inap

Rawat Jalan

Limbah
Medis

Definisi

Banyaknya orang yang mengunjungi
klinik rawat jalan (poli) di RS.Sayidiman

Banyaknya orang yang mengunjungi
pasien rawat inap di RS.Sayidiman

Banyaknya pasien rawat inap
berdasarkan jenis penyakitnya di
RS.Sayidiman

Banyaknya pasien rawat jalan
berdasarkan jenis penyakitnya di
RS.Sayidiman

Banyaknya orang yang mengunjungi
rumah sakit untuk rawat jalan dan rawat
inap di RS.Sayidiman

Banyaknya pasien rawat inap
berdasarkan jenis jaminan kesehatannya
di RS.Sayidiman

Banyaknya pasien rawat jalan
berdasarkan jenis jaminan kesehatannya
di RS.Sayidiman

Banyaknya limbah/sampah medis yang
dihasilkan dalam satu bulan di
RS.Sayidiman

Klasifikasi
Jenis

Klinik/POLI

Jenis
Ruangan

Jenis
Penyakit

Jenis
Penyakit

Jenis
Perawatan

Jenis
Penjaminan

Jenis
Penjaminan

Ukuran

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Satuan

Orang

Orang

Pasien

Pasien

Orang

Pasien

Pasien

Kg

Periode

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Bulanan

Akses

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Cakupan
Wilayah

Instansi

Instansi

Instansi

Instansi

Instansi

Instansi

Instansi

Instansi
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No

10

Nama Daftar
Data

Tenaga Medis
dan Non
Medis

10410076 1.02

Urusan
Bidang

Bidang
Kesehatan

Konsep

Tenaga
Medis,
Nonmedis

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemandam Kebakaran

No

Nama Daftar
Data

Anggota
Linmas

Jumlah
Konflik/
Demonstrasi/
Unjuk Rasa/
Aksi Damai/
Penyampaian

Urusan
Bidang

Bidang
Ketentraman
dan
Ketertiban
Umum Serta
Perlindungan
Masyarakat
Bidang
Ketentraman
dan
Ketertiban
Umum Serta

Konsep

Linmas

Konflik/
Demonstrasi/
Unjuk Rasa/
Aksi Damai/
Penyampaian
Aspirasi

Definisi Klasifikasi

Banyaknya tenaga kesehatan yang Jenis Tenaga

berhubungan dengan bidang Medis dan
kedokteran, mencakup dokter, dokter Non Medis
gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi berdasarkan

spesialis dan non medis adalah tenaga status
kesehatan yang tidak secara langsung kepegawaian-
berhubungan dengan pasien. Contoh nya

tenaga non medis adalah: Administrasi,

Satpam, Akuntan, Pemegang buku,

Resepsionis di RS.Sayidiman

Definisi Klasifikasi
Banyaknya satuan tugas yang

beranggotakan warga masyarakat yang

dibekali pengetahuan dan keterampilan

untuk melindungi masyarakat dari

bencana alam dan gangguan ketertiban

umum

Banyaknya Konflik, demonstrasi,unjuk
rasa, aksi damai, penyampaian aspirasi
yang dilakukan di wilayah Kabupaten
Magetan

Ukuran

Jumlah

Ukuran

Jumlah

Jumlah

Satuan

Orang

Satuan

Orang

Kejadian

Periode

Tahunan

Periode

Tahunan

Tahunan

Cakupan
Wilayah

Instansi

Cakupan
Wilayah

Terbuka Kabupaten

Terbuka Kabupaten
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No

Kode
Standart
Statistik

Nama Daftar
Data

Aspirasi Di
Depan Umum
Di Kab.
Magetan
Jumlah Acara
yang
Diamankan

Jumlah K01340
Pelanggaran
Perda

(Ditertibkan)

Persentase
Tindak Lanjut
terhadap
Pengaduan
Pelanggaran
Ketertiban
Umum
Pelatihan
Kebakaran
Ringan

Kode
referensi

1.05

1.05

1.05

1.05

Urusan
Bidang

Perlindungan
Masyarakat

Bidang
Ketentraman
dan
Ketertiban
Umum Serta
Perlindungan
Masyarakat
Bidang
Ketentraman
dan
Ketertiban
Umum Serta
Perlindungan
Masyarakat
Bidang
Ketentraman
dan
Ketertiban
Umum Serta
Perlindungan
Masyarakat
Bidang
Ketentraman
dan
Ketertiban
Umum Serta

Konsep

Acara

Pelanggaran
Perda

Pengaduan;
Pelanggaran

Pelatihan;
Kebakaran

Definisi

Banyaknya acara/event yang
mendapatkan bantuan keamanan dari
petugas satpol pp

Banyaknya kejadian perilaku
menyimpang untuk melakukan tindakan
menurut kehendak sendiri tanpa
memperhatikan peraturan yang telah di
buat oleh Pemerintah Daerah dan telah
ditertibkan oleh petugas.

Perbandingan antara jumlah
laporan/pengaduan pelanggaran
ketertiban yang masuk dengan jumlah
laporan/pengaduan pelanggaran
ketertiban yang masuk yang ditangani

Banyaknya pelatihan untuk memberikan
pemahaman dan keterampilan dasar
dalam menanggulangi kebakaran yang
skala kecil

Klasifikasi

Jenis
Pelanggaran

OPD

Ukuran

Jumlah

Jumlah

Persentase

Jumlah

Satuan

Acara

Pelanggar-

an

Persen

Pelatihan

Periode

Bulanan

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Akses

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbuka
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Cakupan
Wilayah

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten



Kode
No Nama Daftar Standart

Dat
ata Statistik

7 Penanganan
Kejadian
Kebakaran dan
Non
Kebakaran

8 Persentase
Laporan
Peristiwa
Kebakaran
yang
Ditindaklanjuti
dalam Kurun
Waktu 15
Menit (SPM)

Kode
referensi

1.05

1.05

Urusan
Bidang

Perlindungan
Masyarakat
Bidang
Ketentraman
dan
Ketertiban
Umum Serta
Perlindungan
Masyarakat
Bidang
Ketentraman
dan
Ketertiban
Umum Serta
Perlindungan
Masyarakat

Konsep

Penanganan
Kebakaran

Kebakaran

Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan

Kode
N Daft
No am;at: ar Standart
Statistik

1 Baku Lahan

Kode

referensi

24110211 3.27

Urusan
Bidang

Bidang
Pertanian

Konsep

Baku Lahan

Definisi

Banyaknya kasus kebarana dan non

kebaran yang sudah berhasil ditangani

perhitungan yang membandingkan

jumlah kejadian kebakaran yang berhasil
ditangani dalam 15 menit dengan total
kejadian kebakaran yang terjadi dalam

periode waktu tertentu

Definisi

Luas tanah/lahan yang dimanfaatkan
untuk berbagai macam kebutuhan
seperti sawah,kebun, empang,
permukiman, perkantoran dll

Klasifikasi

Jenis

Kejadian

Klasifikasi

Jenis
lahan/sawah

Ukuran

Jumlah

Persentase

Ukuran

Luas

Satuan

Kejadian

Persen

Satuan

Ha

. Cakupan
Periode Akses Wilayah
Tahunan Terbuka Kabupaten

Tahunan  Terbuka Kabupaten
. Cakupan

Periode Akses Wilayah

Tahunan Terbuka Kabupaten
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No

Nama Daftar
Data

Buah Sayur
Tahunan Hasil
Produksi

Buah Sayur
Tahunan
Jumlah
Tanaman
Hasil produksi
Perkebunan
Semusim

Lembaga
Petani

Luas Tanam
Jagung per
Kecamatan
Luas Tanam
Kacang Tanah
per
Kecamatan
Luas Tanam
Padi per
Kecamatan

Kode
Standart
Statistik

24110004

Kode
referensi

3.27

3.27

3.27

3.27

3.27

3.27

3.27

Urusan
Bidang

Bidang
Pertanian

Bidang
Pertanian

Bidang
Pertanian

Bidang
Pertanian

Bidang
Pertanian

Bidang

Pertanian

Bidang
Pertanian

Konsep

Buah Sayur
Tahunan;
Hasil
Produksi

Buah Sayur
Tahunan;
Jumlah
Tanaman
Perkebunan
Semusim

Lembaga
Petani

Luas Tanam
Jagung

Luas Tanam
Kacang
Tanah

Luas Tanam
Padi

Definisi

Banyaknya hasil dari setiap tanaman
tahunan menurut bentuk produksi
(hasil) yang diambil berdasarkan luas
yang dipanen.

Banyaknya tanaman tahunan menurut
jenisnya

Banyaknya hasil dari setiap tanaman
semusim menurut bentuk produksi
(hasil) yang diambil berdasarkan luas
tanaman yang dipanen.

Banyaknya lembaga yang dibentuk
untuk petani, oleh petani, dan untuk
petani. Lembaga ini bertujuan untuk
memperjuangkan dan memperkuat
kepentingan petani.

Luas tanah/lahan yang ditanami jangung
di setiap kecamatan

Luas tanah/lahanyang ditanami kacang

tanah di setiap kecamatan

Luas tanah/lahan yang ditanami padi di
setiap kecamatan

Klasifikasi

Jenis Sayur
Buah
Tahunan

Jenis Sayur
Buah
Tahunan

Jenis
Tanaman
perkebunan
semusim
Jenis
lembaga
petani

Wilayah
(Kecamatan)
Wilayah

(Kecamatan)

Wilayah
(Kecamatan)

Ukuran

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Luas

Luas

Luas

Satuan

Kw

Pohon

Kw

Lembaga

Ha

Ha

Ha

Periode

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Akses

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Cakupan
Wilayah

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten

Kecamatan

Kecamatan

Kecamatan
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No

10

11

12

13

14

15

16

17

Nama Daftar
Data

Luas Tanam
Ubi Jalar per
Kecamatan
Luas Tanam
Ubi Kayu per
Kecamatan
Palawija Hasil
Produksi

Palawija Luas
Tanam

Penyaluran
Pupuk
Bersubsidi
Penyuluh
Pertanian

Perkebunan
Tahunan Hasil
Produksi

Sayur Buah
Semusim Hasil
Produksi

Sayur Buah
Semusim Luas
Tanam

Kode
Standart
Statistik

24110264

24110264

10610042

24110258

24110297

24110214

Kode
referensi

3.27

3.27

3.27

3.27

3.27

3.27

3.27

3.27

3.27

Urusan
Bidang

Bidang
Pertanian

Bidang
Pertanian

Bidang
Pertanian

Bidang
Pertanian

Bidang
Pertanian

Bidang
Pertanian

Bidang

Pertanian

Bidang
Pertanian

Bidang
Pertanian

Konsep

Luas Tanam
Ubi Jalar

Luas Tanam
Ubi Kayu

Palawija Hasil
Produksi

Palawija Luas
Tanam

Pupuk
Bersubsidi

Penyuluh
Pertanian

Perkebunan
Tahunan;
Hasil
Produksi
Tanaman
Semusim

Tanaman
Semusim

Definisi

Luas tanah/lahan yang ditanami Ubi
Jalar di setiap kecamatan

Luas tanah/lahan yang ditanami Ubi
Kayu di setiap kecamatan

Banyaknya hasil produksi palawija

Luas lahan yang ditanami palawija
seperti padi, jagung, kedelai, kacang
tanah, ubi, dll

Banyaknya pupuk subsidi yang didapat
dari pemerintah berdasarkan jenisnya

Petugas yang memberikan penyuluhan,
pembinaan, dan pengarahan di bidang
pertanian.

Banyaknya hasil produksi dari
perkebunan tahunan

Banyaknya hasil dari setiap tanaman
semusim menurut bentuk produksi
(hasil) yang diambil berdasarkan luas
tanaman yang dipanen

Luasan tanaman semusim yang diambil
hasilnya setelah tanaman tersebut
cukup umur.

Klasifikasi

Wilayah
(Kecamatan)

Wilayah
(Kecamatan)

Jenis
tanaman
palawija
Jenis
tanaman
palawija
Jenis Pupuk

Wilayah
(Kecamatan)

Jenis
Tanaman
perkebunan
tahunan
Jenis Sayur
Buah
Semusim

Jenis Sayur
Buah
Semusim

Ukuran

Luas

Luas

Jumlah

Luas

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Luas

Satuan

Ha

Ha

Kw

Ha

ton

Orang

Kw

Kw

Ha

Periode

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Akses

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Cakupan
Wilayah

Kecamatan

Kecamatan

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten

Kecamatan

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten
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Nama Daftar

N
° Data

18 Tanaman
Biofarmaka
Hasil Produksi

Kode
Standart
Statistik

Bagian Tata Pemerintah

Nama Daftar

No
Data

1 Persentase
Kecamatan
dengan Kinerja
Baik

Bagian Organisasi

Nama Daftar

No
Data

1 Indeks
Pelayanan
Publik/IKM

2 Indeks
Reformasi
Birokrasi

Kode
Standart
Statistik

Kode
Standart
Statistik

25010045 4.01

SD00759.
00.00

Kode Urusan
referensi Bidang
3.27 Bidang

Pertanian

Kode Urusan
referensi Bidang
4.01 Sekretariat

Daerah

Kode Urusan

referensi Bidang
Sekretariat
Daerah

4.01 Sekretariat
Daerah

Konsep

Biofarmaka

Konsep

Kecamatan

Konsep

Indeks
Pelayanan
Publik/IKM

Indeks
reformasi
Birokarsi

Definisi

Banyaknya hasil produksi tanaman yang
dapat dimanfaatkan untuk obat-obatan,
kosmetik, dan Kesehatan

Definisi

Perbandingan antara jumlah kecamatan
dengan kinerja baik dengan total jumlah
kecamatan, dinyatakan dalam satuan
persen

Definisi

Indikator yang digunakan untuk
mengukur kualitas pelayanan publik. IPP
berfokus pada kinerja pelayanan publik
secara keseluruhan

Sasaran dan Indikator : 1. Terwujudnya
pemerintahan yang bersih dan bebas
KKN - Indeks Perspektif Korupsi (IPK) =
5.0 - Opini BPK (WTP) : a) Pusat 100% b)
Daerah 60% 2. Terwujudnya
peningkatan kualitas pelayanan publik

Klasifikasi

Jenis
Tanaman
biofarmaka

Klasifikasi

Klasifikasi

Klasifikasi
berdasarkan
analisis atau
sesuai
kebutuhan

Ukuran Satuan
Jumlah Kg
Ukuran Satuan
Persentase Persen
Ukuran Satuan
Indeks
Indeks Indeks

Cakupan

Akses Wilayah

Terbuka | Kabupaten

Cakupan
Akses Wilayah
Terbuka Kabupaten

Cakupan
Akses Wilayah

Terbuka Kabupaten

Terbuka Kabupaten
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No

3

Nama Daftar
Data

Nilai SAKIP

Kode

Kode Urusan
Standart referensi Bidan
Statistik 8
K02020 4.01 Sekretaraiat
Daerah

Konsep

Nilai SAKIP

Definisi Klasifikasi

kepada masyarakat - Integritas
Pelayanan Publik a) Pusat 8,0 b) Daerah
8,0 - Peringkat Kemudahan Berusaha =
75 3. Meningkatnya kapasitas dan
akuntabilitas kinerja birokrasi -
Efektivitas Pemerintahan = 0,5 - Instansi
Pemerintah Yang Akuntabel 80%

Rangkaian sistemik dari berbagai Klasifikasi
aktivitas, alat dan prosedur yang berdasarkan
dirancang untuk tujuan penetapan dan analisis atau
pengukuran, pengumpulan data, sesuai

pengklarifikasian dan pelaporan kinerja kebutuhan
pada instansi pemerintah dalam rangka
pertanggungjawaban dan peningkatan

kinerja instansi pemerintah.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah

No

1

Nama Daftar

Data

Indeks
Infrastruktur

Kode

Standart ref:r(:\si Urusan Bidang
Statistik
5.01 Bidang

Perencanaan

Konsep

Indeks
Infrastruktur

Definisi Klasifikasi

kuran atau indikator yang digunakan
untuk menilai kualitas dan kondisi
infrastruktur, baik secara keseluruhan
maupun pada sektor-sektor tertentu
seperti jalan, transportasi, air bersih,
sanitasi, dan lain-lain

Ukuran

Nilai

Ukuran

Indeks

Cakupan

Satuan Periode Akses Wilayah

Tahunan Terbuka Kabupaten

Cakupan

Satuan Periode Akses Wilayah

Tahunan Terbuka Kabupaten
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No

Kode
Standart
Statistik

K00607

Nama Daftar
Data

Indeks Inovasi
Daerah

Indeks Kualitas
Layanan
Infrastruktur

Indeks
Toleransi

Persentase
Dokumen
Perencanaan
yang Disusun
Tepat Waktu
Persentase
Keselarasan
Dokumen
Perencanaan
Pembangunan
Daerah

Persentase
penurunan
emisi GRK

Kode
referensi

5.05

5.01

1.06

5.01

5.01

31010108 2.11

Urusan Bidang

Bidang
Penelitian dan
Pengembang-
an

Bidang
Perencanaan

Bidang sosial

Bidang
Perencanaan

Bidang
Perencanaan

Bidang
Lingkungan
Hidup

Konsep

Indeks
Inovasi
Daerah

Indeks
Kualitas
Layanan
Infrastruktur

Toleransi

Perencana-
an

Perencana-
an

emisi
Gas Rumah
Kaca (GRK)

Definisi Klasifikasi
sistem pengukuran dan penilaian
terhadap penerapan inovasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah
yang telah dilaporkan kepada Menteri
Dalam Negeri

ukuran yang digunakan untuk menilai
tingkat kepuasan masyarakat terhadap
kualitas layanan infrastruktur yang
disediakan oleh pemerintah atau
penyedia layanan publik lainnya

ukuran yang digunakan untuk menilai
tingkat penerimaan dan penghargaan
terhadap perbedaan, terutama dalam
hal agama, keyakinan, dan budaya
perbandingan antara jumlah dokumen
perencanaan daerah yang telah disusun
tepat waktu dengan total jumlah
dokumen perencanaan, dinyatakan
dalam satuan persen

ukuran yang menunjukkan seberapa
baik dokumen perencanaan daerah,
seperti RPJPD, RPJMD, dan RKPD, sesuai
atau selaras dengan dokumen
perencanaan di atasnya, yaitu rencana
pembangunan nasional, dan juga selaras
antar dokumen perencanaan daerah itu
sendiri

Indikator telah tercapai melalui
tersedianya dokumen laporan
penurunan emisi GRK untuk lima sektor

Ukuran Satuan
Indeks
Indeks
Indeks
Persentase Persen
Persentase @ Persen
Persentase Persen

Periode

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Akses

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbuka
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Cakupan
Wilayah

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten



No

Nama Daftar
Data

Dinas Kesehatan

No

3

Nama Daftar
Data

Angka
Kematian Bayi
dan Balita
(SDGs)

Desa/Kelurahan

UCI dan Desa
Siaga

Angka
Kematian Ibu

Kode

Standart Kode .
L. referensi
Statistik
K
ode Kode
Standart referensi
Statistik

10410008 1.02

1.02

10410009 1.02

Urusan Bidang

Urusan
Bidang

Bidang
Kesehatan

Bidang
Kesehatan

Bidang
Kesehatan

Konsep

Konsep

Kematian
Bayi;
Kematian
Balita
Imunisasi

Kematian
Ibu/Maternal
Mortality

prioritas saat dilakukan pengumpulan
data, menjadi indikasi adanya kebijakan
dan strategi, serta rencana aksi
penurunan emisi GRK pada lima sektor
prioritas tingkat nasional.

Angka yang menggambarkan banyaknya
kematian bayi/ balita berumur di bawah
satu hingga tiga tahun pada setiap 1.000
kelahiran hidup.

Program kesehatan di tingkat desa yang
berfokus pada dua hal: UCI (Universal
Child Immunization) yang berarti target
cakupan imunisasi dasar lengkap pada
semua bayi di desa tersebut mencapai
setidaknya 80%, dan Desa Siaga Aktif
yang bertujuan mengembangkan
kemandirian masyarakat dalam
mengenali dan mengatasi masalah
kesehatan, termasuk penyakit menular,

secara mandiri

Angka yang menggambarkan banyaknya
perempuan yang meninggal dari suatu
penyebab kematian yang terkait dengan

Definisi

Definisi

Klasifikasi

Klasifikasi

Kategori
Desa/
Kelurahan

Ukuran

Ukuran

Jumlah

Jumlah

Tingkat

Satuan Periode
Satuan Periode
Bayi ; Tahunan
Balita
Desa Tahunan
kematian  Tahunan
perseratus
ribu

Akses

Cakupan
Wilayah

Cakupan
Wilayah

Terbuka Kabupaten

Terbuka Kabupaten

Terbuka Kabupaten
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No

Nama Daftar

Data

Data Kasus
Medis

Imunisasi Anak

SD (%)

Imunisasi Bayi

(%)

Imunisasi
Komulatif TT
Wanita Usia

Kode
Standart
Statistik

K00583

K00583

Kode
referensi

1.02

1.02

1.02

1.02

Urusan
Bidang

Bidang
Kesehatan
Bidang
Kesehatan

Bidang
Kesehatan

Bidang
Kesehatan

Konsep

Kasus Medis

Imunisasi

Imunisasi
Dasar

Imunisasi

Definisi

gangguan kehamilan atau
penanganannya (tidak termasuk
kecelakaan, bunuh diri atau kasus
insidentil) selama masa kehamilan,
melahirkan, dan masa nifas (42 hari
setelah melahirkan) tanpa
memperhitungkan lama kehamilan
untuk setiap 100.000 kelahiran hidup.
Kumpulan data/ informasi terkait jumlah
kasus medis

Bagian dari populasi siswa SD yang
mendapatkan imunisasi (suatu upaya
untuk menimbulkan/meningkatkan
kekebalan seseorang secara aktif
terhadap suatu penyakit sehingga bila
suatu saat terpajan dengan penyakit
tersebut tidak akan sakit atau hanya
mengalami sakit ringan)

Bagian dari populasi bayi yang
mendapatkan imunisasi. Imunisasi
adalah suatu upaya untuk
menimbulkan/meningkatkan kekebalan
seseorang secara aktif terhadap suatu
penyakit sehingga bila suatu saat
terpajan dengan penyakit tersebut tidak
akan sakit atau hanya mengalami sakit
ringan.

Bagian dari populasi wanita usia subur
dan ibu hamil yang mendapatkan
imunisasi Kumulatif TT sebelum menikah

Klasifikasi

Jenis Kasus
Medis
Jenis
Imunisasi

Jenis
Imunisasi

Jenis
Imunisasi

Ukuran

Jumlah

Persentase

Persentase

Persentase

Satuan

kelahiran
hidup

Kasus

Persen

Persen

Persen

Periode

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Cakupan
Wilayah

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten



No

10

11

Nama Daftar
Data

Subur dan Ibu
Hamil (%)
Jumlah Bayi
Berdasarkan
Berat Badan
Lahir Rendah
(BBLR)

Jumlah
Desa/Kelurahan
yang sudah
melaksanakan
Stop Buang Air
Besar
Sembarangan
(Stop BABS)
Jumlah Fasilitas
Kesehatan
(Klinik,
Laboratorium,
Pengobatan
Tradisional,
Apotek, Tukang
Gigi)

Jumlah
Keluarga Sehat

Kode
Standart
Statistik

K00233

K00443

Kode
referensi

1.02

1.02

1.02

1.02

Urusan
Bidang

Bidang
Kesehatan

Bidang

Kesehatan

Bidang
Kesehatan

Bidang
Kesehatan

Konsep

Berat Badan
Lahir Rendah

Stop Buang
Air Besar
Sembarangan
(Stop Babs)

Fasilitas
Pelayanan
Kesehatan

Keluarga
Sehat

Definisi Klasifikasi
yang bertujuan untuk mencegah

penyakit tetanus

Banyaknya bayi yang lahir dengan berat

badan kurang dari 2.5kg

Banyaknya desa/kelurahan yang sudah
tidak melakukan aktifitas buang air
besar secara sembarangan.

Banyaknya tempat yang digunakan Jenis Faskes
untuk menyelenggarakan upaya

pelayanan kesehatan, baik promotif,

preventif, kuratif, maupun rehabilitatif,

yang dilakukan oleh pemerintah pusat,

pemerintah daerah, dan/atau

masyarakat.

Banyaknya keluarga yang memiliki
Indeks Keluarga Sehat (IKS) lebih dari
0,8. IKS merupakan perhitungan dari 12
indikator yang mencakup aspek
kesehatan fisik, mental, sosial, dan
lingkungan

Ukuran

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Satuan

Bayi

Desa

Unit

Keluarga

Periode

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Akses

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbuka

73

Cakupan
Wilayah

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten



No

12

13

14

15

16

17

Nama Daftar
Data

Jumlah rumah
Sakit Umum /
Khusus

Kasus
Tuberkulosis

Kasus HIV

Kasus Diabetes

Kasus
Hipertensi

Kasus ODGJ

Kode
Standart
Statistik

10410065

10410170

10410037

K00521

Kode
referensi

1.02

1.02

1.02

1.02

1.02

1.02

Urusan
Bidang

Bidang
Kesehatan

Bidang
Kesehatan

Bidang
Kesehatan

Bidang
Kesehatan

Bidang
Kesehatan

Bidang
Kesehatan

Konsep

Rumah Sakit

Tuberkulosis

HIV

Diabetes

Hipertensi

Gangguan
Jiwa

Definisi Klasifikasi
Banyaknya institusi pelayanan Jenis Rumah
kesehatan yang menyelenggarakan Sakit

pelayanan kesehatan perorangan secara

paripurna yang menyediakan pelayanan

rawat inap, rawat jalan, dan gawat

darurat.

Data terkait kasus tuberkolosis di Jenis
Kabupaten Magetan, mulai dari jumlah Pelayanan
kasus, jumlah pengobatan hingga jumlah

kematian yang disebabkan oleh

tuberkolosis.

Data terkait pengidap HIV dan yang Jenis
mendapat penanganannya . HIV adalah Pelayanan
virus yang menyerang sistem kekebalan

tubuh, khususnya sel CD4 (jenis sel

darah putih yang penting untuk

melawan infeksi).

Jenis dan mutu pelayanan dasar yang Jenis
berhak diperoleh setiap penderita Pelayanan
diabetes melitus secara minimal.

Pelayanan kesehatan yang diberikan Jenis
kepada seluruh penderita hipertensi Pelayanan

berusia 15 tahun ke atas, sesuai dengan

standar yang ditetapkan, sebagai upaya
pencegahan sekunder

Upaya pemerintah daerah untuk Jenis
memastikan bahwa setiap orang dengan = Penyakit
gangguan jiwa berat mendapatkan

pelayanan kesehatan yang sesuai

standar, termasuk pemeriksaan

Ukuran

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Satuan

Unit

Orang

Orang

Orang

Orang

Orang

Periode

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Akses

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbuka

74

Cakupan
Wilayah

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten



No

18

19

20

21

22

23

Nama Daftar
Data

Kelengkapan
Sarana,
Prasarana, dan
Alkes di
Puskesmas (%)
Ketersediaan
Air Minum

KK Dengan
Akses Jamban
Sehat

Kunjungan
Pasien Rawat
Inap/Jalan di
Puskesmas
Layanan
Kesehatan
Calon
Pengantin
(Catin)
Pelayanan
Kesehatan
Balita

Kode
Standart
Statistik

K00025

10710041

K00206

Kode
referensi

1.02

1.02

1.02

1.02

1.02

1.02

Urusan
Bidang

Bidang
Kesehatan

Bidang
Kesehatan

Bidang

Kesehatan

Bidang
Kesehatan

Bidang
Kesehatan

Bidang
Kesehatan

Konsep

Sarana
Prasarana
Alkes

Air Minum

Jamban
Sehat

Kunjungan
Pasien

Pasangan
Calon
Pengantin

Balita

Definisi

kesehatan jiwa dan edukasi kepatuhan
minum obat

Bagian dari fasilitas atau alat yang
digunakan untuk mendukung kegiatan
dan pelayanan di puskesmas

Ketersediaan akses untukmendapatkan
air munum layak yang berasal dari
sumber terlindungi

Banyaknya rumah yang memiliki fasilitas
jamban sehat untuk buang air besar

Banyaknya orang yang datang
mengunjungi pasien rawat inap/jalan di
puskesmas

Pelayanan Kesehatan yang diberikan
pada pasangan calon pengantin

Pelayanan kesehatan yang diberikan
kepada anak usia 0-59 bulan sesuai
standar yang ditetapkan oleh
pemerintah, yang meliputi pelayanan
kesehatan dasar untuk balita sehat dan
balita sakit

Klasifikasi

Wilayah
(Kecamatan)

Kategori
Kondisi
Sanitasi

Jenis
Perawatan

Jenis
Pelayanan
Kesehatan
Catin

Jenis
Pelayanan

Ukuran

Persentase

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Satuan

Persen

Unit

Keluarga

Orang

Orang

Balita

Periode

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Akses

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbuka

75

Cakupan
Wilayah

Kecamatan

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten



No

24

25

26

27

28

29

30

31

Nama Daftar
Data

Pelayanan
Kesehatan lbu
Bersalin (%)
Pelayanan
Kesehatan lbu
Hamil (%)

Pelayanan
Kesehatan Usia
Lanjut

Pelayanan
Kesehatan Usia
Pendidikan
Dasar

Pelayanan
Kesehatan Usia
Produktif

Pemberian ASI
pada Bayi (%)
Pemberian Vit
A pada Bayi (%)
Persentase
Status Gizi
Balita

Kode
Standart
Statistik

10410054
K01359

10410105

K01361

10410120

10410089

10410164

Kode
referensi

1.02

1.02

1.02

1.02

1.02

1.02

1.02

1.02

Urusan
Bidang

Bidang
Kesehatan

Bidang
Kesehatan

Bidang
Kesehatan

Bidang
Kesehatan

Bidang
Kesehatan

Bidang
Kesehatan
Bidang
Kesehatan
Bidang
Kesehatan

Konsep

Pelayanan
Kesehatan
Ibu Bersalin
Pelayanan
Kesehatan
Ibu Hamil

Lansia

Pelayanan
Kesehatan
Usia
Pendidikan
Dasar

Usia
Produktif

Air Susu lbu
Vit. A

Gizi Balita

Definisi

Bagian dari populasi ibu hamil yang
mendapatkan pelayanan bersalin hingga
pasca bersalin

Bagian dari populasi ibu hamil yang
mendapatkan pelayanan kesehatan
berdasarkan jenis pelayanan K1,K4, dan
K6

Pelayanan kesehatan yang diberikan
kepada setiap warga negara berusia 60
tahun ke atas, sesuai standar yang telah
ditetapkan, minimal satu kali dalam satu
tahun.

Standar pelayanan minimal yang
menjamin setiap anak usia pendidikan
dasar mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar yang
ditetapkan

Pelayanan kesehatan yang diberikan
kepada warga negara berusia 15 hingga
59 tahun, yang mencakup skrining
kesehatan sesuai standar yang
ditetapkan, minimal dilakukan satu
tahun sekali

Bagian dari populasi bayi yang diberi ASI
ekslusif oleh seorang ibu

Bagian dari populasi bayi yang sudah
mendapatkan Vit.A

Data yang menunjukkan status gizi balita
di kabupaten Magetan berdasarkan

Klasifikasi

Jenis

Pelayanan
Persalinan
Jenis

Pelayanan
Kesehatan
Ibu Hamil

Jenis Kelamin

Jenjang
Pendidikan

Jenis Kelamin

Kategori Usia

Kategori Usia

Kondisi
Status Gizi
Balita

Ukuran

Persentase

Persentase

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Persentase

Persentase

Persentase

Satuan

Persen

Persen

Orang

Orang

Orang

Persen
Persen

Persen

Periode

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Akses

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbuka

76

Cakupan
Wilayah

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten
Kabupaten

Kabupaten



No

32

33

34

35

36

37

Nama Daftar
Data

Peserta KB Aktif K00830

Rumah Tangga
ber-PHBS (%)

Status Gizi
Balita

Surveylans
Kasus PD3|

Tempat
Pengelolaan
Pangan (TPP)
Memenuhi
Syarat
Kesehatan (%)

Tenaga
Kesehatan

Kode
Standart
Statistik

Kode
referensi

1.02

1.02

10410164 1.02

1.02

1.02

10420023 1.02

Urusan
Bidang

Bidang
Kesehatan

Bidang
Kesehatan
Bidang

Kesehatan

Bidang
Kesehatan

Bidang
Kesehatan

Bidang
Kesehatan

Konsep

Keluarga
Berencana

Perilaku
Hidup Bersih
Dan Sehat

Gizi Balita

Penyakit
Yang Dapat
Dicegah
Dengan
Imunisasi
Tempat
Pengelolaan
Pangan (TPP)

Tenaga
Kesehatan

Definisi

indeks BB/U, TB/U, BB/TB yang
dinyatakan dalam persentase

Pasangan usia subur (PUS) yang terus
menggunakan alat kontrasepsi tanpa
diselingi kehamilan

Bagian dari populasi rumah tangga yang
memiliki lingkungan bersih dan sehat,
serta anggota keluarga yang menjaga
kesehatan dan kebersihannya

Data yang menunjukkan status gizi balita
di Kabupaten Magetan berdasarkan
indeks BB/U, TB/U, BB/TB

Kegiatan pemantauan risiko kejadian
luar biasa (KLB) penyakit yang dapat
dicegah dengan imunisasi (PD3l)

Persentase sarana produksi untuk
menyiapkan, mengolah, mengemas,
menyimpan, menyajikan dan/atau
mengangkut pangan olahan siap saji,
misalnya jasa boga/katering, rumah
makan/restoran, gerai pangan jajanan,
gerai pangan jajanan keliling, sentra
gerai pangan jajanan/kantin, TPP
tertentu, dan Depot Air Minum (DAM)
yang memenuhi standart kesehatan
yang sudah ditetapkan.

Banyaknya tenaga yang mengabdikan
diri dalam bidang kesehatan serta

Klasifikasi

Jenis KB

Rumah
Tangga ber-
PHBS

Kondisi
Status Gizi
Balita

Jenis Kasus
PD3I

Jenis TPP

Jenis Tenaga

Kesehatan

Ukuran Satuan
Jumlah Orang
Persentase Persen
Jumlah Balita
Jumlah Kasus
Persentase Persen
Jumlah Orang

Periode

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Akses

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbuka

77

Cakupan
Wilayah

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten



No

38

39

40

41

Nama Daftar
Data

Tenaga Medis -
Dokter

Tenaga Medis -
Manajemen

Tenaga Teknik
Medik

TFU dengan
Pengawasan IKL
(%)

Kode

Standart Kode .
.. referensi
Statistik
10410076 1.02
10410074 1.02
10410074 1.02
1.02

Urusan
Bidang

Bidang
Kesehatan

Bidang

Kesehatan

Bidang
Kesehatan

Bidang
Kesehatan

Konsep

Dokter

Tenaga
Medis
Manajemen

Tenaga
Medik

Tempat Dan
Fasilitas
Umum

Definisi

memiliki pengetahuan dan/atau

keterampilan melalui pendidikan di
bidang kesehatan yang untuk jenis
tertentu memerlukan kewenangan
untuk melakukan upaya kesehatan.

Banyaknya dokter, termasuk dokter
spesialis dan dokter umum di fasilitas
kesehatan pada wilayah dan periode
waktu tertentu.

Banyaknya tenaga kerja yang mengelola
sumber daya medik, seperti
perencanaan, pengorganisasian,
pelaksanaan, dan pengawasan, untuk
menghasilkan pelayanan medik yang
baik.

Banyaknya tenaga kesehatan yang
memiliki kompetensi keteknisian medis,
mencakup perekam medis dan informasi
kesehatan, teknik kardiovaskuler, tenisi
pelayanan darah, refraksionis
optisien/optometris, teknisi gigi, penata
anestesi, terapis gigi dan mullut, dan
audiologis.

Pesentase tempat yang sering
dikunjungi banyak orang, seperti
sekolah, pasar, dan fasilitas kesehatan.
IKL merupakan kegiatan pemeriksaan
dan pengawasan untuk mencegah
penularan penyakit di TFU

Klasifikasi

Kategori
Dokter

Kategori
Tenaga
Medis
Manajemen

Jenis Tenaga
Teknik Medik

Sekolah
Puskesmas
Pasar

Ukuran

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Persentase

Satuan

Dokter

Orang

Orang

Persen

Periode

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Akses

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbuka
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Cakupan
Wilayah

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten



Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga

Nama Daftar Kode Kode Urusan
No Standart . .
Data . .. referensi Bidang
Statistik
1 Angka Melek SD00320.  1.01 Bidang
Huruf 00.00 Pendidikan
2 Angka SD00324. 1.01 Bidang
Partisipasi 00.00 Pendidikan
Kasar
3 angka SD00342. 1.01 Bidang
partisipasi 01.00 Pendidikan
murni

Konsep

angka melek
huruf

Angka
partisipasi
kasar (APK)

Angka
Partisipasi
Murni
(APM)

Definisi Klasifikasi Ukuran Satuan

Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke Persentase @ Persen
atas yang memiliki kemampuan
membaca dan menulis kalimat sederhana
dalam huruf latin, huruf arab, dan huruf
lainnya (seperti huruf jawa, kaniji, dll)
terhadap penduduk usia 15 tahun ke
atas. Termasuk dapat membaca dan
menulis: 1. Penyandang disabilitas
penglihatan yang dapat membaca dan
menulis huruf braille. 2. Dapat membaca
dan menulis huruf braille Arab/Hijaiyah.
3. Orang difabel/cacat yang sebelumnya
dapat membaca dan menulis, kemudian
karena disabilitasnya/kecacatannya tidak
dapat membaca dan menulis. 4. Orang
yang tidak dapat membaca dan menulis
karena katarak, lumpuh atau struk,
padahal sebelumnya dapat membaca dan
menulis.

Rasio jumlah siswa, berapapun usianya,
yang sedang sekolah di tingkat
pendidikan tertentu terhadap jumlah
penduduk kelompok usia yang berkaitan
dengan jenjang pendidikan tertentu
Perbandingan antara siswa usia sekolah
tertentu pada jenjang pendidikan dengan
penduduk usia yang sesuai dan
dinyatakan dalam presentase.

Wilayah
(Kecamatan)

Jenjang
Pendidikan

Angka

Jenjang
Pendidikan

Angka

Periode

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Akses

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Cakupan
Wilayah

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten
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No

Kode
Standart
Statistik

SD01056.
00.00

Nama Daftar
Data

Angka Rata-Rata
Lama Sekolah

Indeks Iklim
Keamanan SD
(SPM)

Indeks Iklim
Kebinekaan SD
(SPM)

Indeks
Inklusivitas SD
(SPM)

Indeks Iklim
Keamanan SMP
(SPM)

Indeks Iklim
Kebinekaan SMP
(SPM)

Kode
referensi

1.01

1.01

1.01

1.01

1.01

1.01

Urusan
Bidang

Bidang
Pendidikan

Bidang
Pendidikan

Bidang
Pendidikan

Bidang
Pendidikan

Bidang
Pendidikan

Bidang
Pendidikan

Konsep

rata-rata
lama
sekolah
Indeks Iklim
Keamanan

Indeks Iklim
Kebinekaan

Indeks
Inklusivitas

Indeks Iklim
Keamanan

Indeks Iklim
Kebinekaan

Definisi Klasifikasi
Jumlah tahun yang digunakan oleh
penduduk dalam menjalani pendidikan
formal.

ukuran yang digunakan untuk menilai
sejauh mana lingkungan sekolah dasar
memberikan rasa aman secara fisik dan
psikologis bagi siswanya

ukuran yang digunakan untuk menilai
sejauh mana sebuah satuan pendidikan
sekolah dasar mampu menciptakan
suasana yang mendukung, menghargai,
dan merayakan keberagaman, termasuk
keberagaman budaya, agama, bahasa,
dan latar belakang siswa

ukuran yang digunakan untuk menilai
seberapa inklusif sebuah sekolah dasar
dalam memberikan pelayanan
pendidikan kepada semua peserta didik,
termasuk mereka yang berkebutuhan
khusus.

ukuran yang digunakan untuk menilai
sejauh mana lingkungan sekolah
menengah pertama memberikan rasa
aman secara fisik dan psikologis bagi
siswanya

ukuran yang digunakan untuk menilai
sejauh mana sebuah satuan pendidikan
menengah pertama mampu menciptakan
suasana yang mendukung, menghargai,
dan merayakan keberagaman, termasuk

Ukuran Satuan

Rata-rata Tahun

Indeks

Indeks

Indeks

Indeks

Indeks

Periode

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Akses

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Cakupan
Wilayah

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten
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No

10

11

12

13

14

15

Nama Daftar

Data

Indeks

Inklusivitas SMP

(SPM)

Indeks
Pendidikan

Jumlah Atlet
Berprestasi

Jumlah Guru
TK
berdasarkan
Kecamatan
Jumlah

guru TK
berdasarkan
pendidikan
terakhir
Jumlah
Guru PAUD
berdasarkan
jenis kelamin

Kode
referensi

1.01

1.01

2.19

1.01

1.01

1.01

Urusan
Bidang

Bidang
Pendidikan

Bidang
Pendidikan

Bidang
Kepemudaan
dan

Olahraga
Bidang
Pendidikan

Bidang
Pendidikan

Bidang
Pendidikan

Konsep

Indeks
Inklusivitas

Indeks

Pendidikan

Atlet

Guru

Guru

Guru

Definisi

keberagaman budaya, agama, bahasa,
dan latar belakang siswa

ukuran yang digunakan untuk menilai
seberapa inklusif sebuah sekolah
menengah pertama dalam memberikan
pelayanan pendidikan kepada semua
peserta didik, termasuk mereka yang
berkebutuhan khusus

salah satu komponen dari Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) yang
mengukur tingkat pendidikan suatu
wilayah atau negara

Banyaknya atlet yang mendapat
penghargaan baik nasional maupun
internasional

Banyaknya tenaga pendidik profesional di
taman kanak-kanak di setiap kecamatan

Banyaknya Tenaga pendidik profesional
berdasarkan pendidikan terakhir yang
bertugas mendidik taman kanak-kanak

Banyaknya tenaga pendidik profesional
berdasarkan jenis kelamin yang bertugas
mendidik pada satuan Pendidikan anak
usia dini.

Klasifikasi

Wilayah
(Kecamatan)

Jenjang
Pendidikan

Jenis
Kelamin

Ukuran

Indeks

Indeks

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Satuan

Orang

Orang

Orang

Orang

Periode

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Akses

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Cakupan
Wilayah

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten

Kecamatan

Kabupaten

Kabupaten
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No

16

17

18

19

20

21

22

Nama Daftar Kode

Data Standart
Statistik
Jumlah Guru
Pendidikan
Kesetaraan
berdasarkan

jenis kelamin
Jumlah Guru
Pendidikan
Kesetaraan
berdasarkan
Kecamatan
Jumlah guru
pendidikan
kesetaraan
berdasarkan
pendidikan
terakhir
Jumlah Guru SD
berdasarkan
jenis kelamin
Jumlah Guru SD
berdasarkan
Kecamatan
Jumlah guru SD
berdasarkan
Pendidikan
terakhir
Jumlah Guru
SMP
Berdasarkan
jenis kelamin

Kode
referensi

1.01

1.01

1.01

1.01

1.01

1.01

1.01

Urusan
Bidang

Bidang
Pendidikan

Bidang
Pendidikan

Bidang
Pendidikan

Bidang
Pendidikan

Bidang
Pendidikan

Bidang
Pendidikan

Bidang
Pendidikan

Konsep

Guru

Guru

Guru

Guru

Guru

Guru

Guru

Definisi

Banyaknya Tenaga pendidik profesional
berdasarkan jenis kelamin terakhir yang
bertugas mendidik anak pendidikan
kesetaraan

Banyaknya tenaga pendidik profesional
pada Pendidikan kesetaraan berdasarkan
kecamatan

Banyaknya Tenaga pendidik profesional
berdasarkan pendidikan yang bertugas
mendidik anak pendidikan kesetaraan

Banyaknya tenaga pendidik profesional
berdasarkan jenis kelamin yang bertugas
mendidik anak sekolah dasar (SD)
Banyaknya Tenaga pendidik profesional
sekolah dasar (SD) berdasarkan
kecamatan

Banyaknya Tenaga pendidik profesional
berdasarkan pendidikan terakhir yang
bertugas mendidik anak sekolah dasar
(SD)

Banyaknya Tenaga pendidik profesional
berdasarkan jenis kelamin yang bertugas
mendidik anak sekolah menengah
pertama (SMP)

Klasifikasi

Jenis
Kelamin

Wilayah
(Kecamatan)

Jenjang
Pendidikan

Jenis
Kelamin

Wilayah
(Kecamatan)

Jenjang

Pendidikan

Jenis
Kelamin

Ukuran

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Satuan

Orang

Orang

Orang

Orang

Orang

Orang

Orang

Periode

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Akses

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Cakupan
Wilayah

Kabupaten

Kecamatan

Kabupaten

Kabupaten

Kecamatan

Kabupaten

Kabupaten
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No

23

24

25

26

27

28

29

Nama Daftar
Data

Jumlah Guru
SMP
berdasarkan
Kecamatan
Jumlah guru
SMP
berdasarkan
pendidikan
terakhir
Jumlah klub
olahraga

per 10.000
penduduk
Jumlah Sekolah
PAUD/TK
berdasarkan
kecamatan
Jumlah

Sekolah

TK berdasarkan
status
(Negeri/Swasta)
Jumlah Sekolah
Pendidikan
Kesetaraan
berdasarkan
kecamatan
Jumlah Sekolah
Pendidikan
Kesetaraan

Kode
Standart
Statistik

Kode
referensi

1.01

1.01

2.19

1.01

1.01

1.01

1.01

Urusan
Bidang

Bidang
Pendidikan

Bidang
Pendidikan

Bidang

Kepemudaan

dan
Olahraga
Bidang
Pendidikan

Bidang
Pendidikan

Bidang
Pendidikan

Bidang
Pendidikan

Konsep

Guru

Guru

Jumlah klub
olahraga
per 10.000
penduduk
Lembaga
Pendidikan

Lembaga
Pendidikan

Sekolah
Pendidikan
Kesetaraan
Berdasarkan
Kecamatan
Lembaga
Pendidikan

Definisi

Banyaknya tenaga pendidik profesional
yang mendidik anak sekolah menengah
pertama (SMP) berdasarkan kecamatan

Banyaknya Tenaga pendidik profesional
berdasarkan pendidikan terakhir yang
bertugas mendidik anak sekolah
menengah pertama (SMP)

Banyaknya klub olahraga per 10.000
penduduk

Banyaknya lembaga pendidikan yang
memberikan pembinaan kepada anak-
anak sejak lahir hingga berusia 6 tahun
per kecamatan

Banyaknya lembaga pendidikan yang
memberikan pembinaan kepada anak
pada taman kanak-kanak berdasarkan
status negeri atau swasta

Banyaknya program pendidikan

nonformal yang memberikan kesempatan

belajar kepada masyarakat yang tidak
dapat mengikuti pendidikan formal per
kecamatan

Banyaknya program pendidikan

nonformal yang memberikan kesempatan

belajar kepada masyarakat yang tidak

Klasifikasi

Wilayah
(Kecamatan)

Jenjang
Pendidikan

Jenis klub
olahraga

Wilayah
(Kecamatan)

Jenis
Sekolah
berdasarkan
Status

Wilayah
(Kecamatan)

Jenis
Sekolah

Ukuran

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Satuan

Orang

Orang

klub
olahraga

Unit

Unit

Unit

Unit

Periode

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Akses

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Cakupan
Wilayah

Kecamatan

Kabupaten

Kabupaten

Kecamatan

Kabupaten

Kecamatan

Kabupaten
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No

30

31

32

33

34

35

36

Nama Daftar
Data

berdasarkan
status
(Negeri/Swasta)
Jumlah Sekolah
SD berdasarkan
kecamatan

Jumlah Sekolah
SD berdasarkan
status
(Negeri/Swasta)
Jumlah Sekolah
SMP berdasarkan
kecamatan

Jumlah Sekolah
SMP berdasarkan
status
(Negeri/Swasta)
Jumlah Siswa
PAUD
berdasarkan
Agama

Jumlah Siswa
PAUD
berdasarkan
Kecamatan
Jumlah Siswa
PAUD/TK

Kode
Standart
Statistik

10310020

Kode
referensi

1.01

1.01

1.01

1.01

1.01

1.01

1.01

Urusan
Bidang

Bidang
Pendidikan

Bidang
Pendidikan

Bidang
Pendidikan

Bidang
Pendidikan

Bidang
Pendidikan

Bidang
Pendidikan

Bidang
Pendidikan

Konsep

Sekolah SD
Berdasarkan
Kecamatan

Lembaga
Pendidikan

Sekolah
SMP
Berdasarkan
Kecamatan
Lembaga
Pendidikan

Siswa

Siswa

Siswa

Definisi

dapat mengikuti pendidikan formal
berdasarkan status negeri atau swasta

Banyaknya lembaga pendidikan dasar
yang ditempuh selama enam tahun,
mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 per
kecamatan

Banyaknya satuan pendidikan formal
pada jenjang pendidikan dasar yang
meliputi Sekolah Dasar (SD) baik negeri
maupun swasta

Banyaknya lembaga pendidikan
menengah pertama yang ditempuh
setelah sekolah dasar (SD) per
kecamatan

Banyaknya lembaga pendidikan
menengah pertama berdasarkan status
negeri atau swasta

Banyaknya Anak yang mengikuti
pendidikan sebelum jenjang dasar, mulai
dari lahir hingga usia 6 tahun berdasarkan
agama

Banyaknya anak usia dini yang mengikuti
pendidikan sebelum jenjang dasar,
berdasarkan kecamatan.

Banyaknya anak yang mengikuti
pendidikan anak usia dini dan taman
kanak-kanak berdasarkan status siswa

Klasifikasi

Berdasarkan
Statusnya

Wilayah
(Kecamatan)

Jenis
Sekolah
Berdasarkan
Statusnya
Wilayah
(Kecamatan)

Jenis
Sekolah
Berdasarkan
Statusnya
Agama

Wilayah
(Kecamatan)

Status Siswa

Ukuran

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Satuan

Unit

Unit

Unit

Unit

Orang

Orang

Orang

Periode

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Akses

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Cakupan
Wilayah

Kecamatan

Kabupaten

Kecamatan

Kabupaten

Kabupaten

Kecamatan

Kabupaten
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No

37

38

39

40

41

42

Nama Daftar Kode

Data Standart
Statistik
Berdasar Status
Siswa
Jumlah Siswa
PAUD/TK
berdasarkan

jenis kelamin

Jumlah Siswa
Pendidikan
Kesetaraan
Berdasar Status
Siswa
Jumlah Siswa
Pendidikan
Kesetaraan
berdasarkan
Agama
Jumlah Siswa
Pendidikan
Kesetaraan
berdasarkan
jenis kelamin

Jumlah Siswa
Pendidikan
Kesetaraan
berdasarkan
Kecamatan
Jumlah Siswa
PKBM

Kode
referensi

1.01

1.01

1.01

1.01

1.01

1.01

Urusan
Bidang

Bidang
Pendidikan

Bidang
Pendidikan

Bidang
Pendidikan

Bidang
Pendidikan

Bidang
Pendidikan

Bidang
Pendidikan

Konsep

Siswa
PAUD/TK
Berdasarkan
Jenis
Kelamin
Siswa
Pendidikan
Kesetaraan
Berdasar
Status Siswa
Siswa
Pendidikan
Kesetaraan
Berdasarkan
Agama
Siswa
Pendidikan
Kesetaraan
Berdasarkan
Jenis
Kelamin
Siswa
Pendidikan
Kesetaraan
Berdasarkan
Kecamatan
Siswa

Definisi

Banyaknya Anak yang mengikuti
pendidikan sebelum jenjang dasar, mulai
dari lahir hingga usia 6 tahun berdasarkan
jenis kelamin

Banyaknya Anak yang mengikuti
pendidikan kesetaraan berdasarkan
status siswa

Banyaknya Anak yang mengikuti
pendidikan kesetaraan berdasarkan
agama

Banyaknya Anak yang mengikuti
pendidikan kesetaraan berdasarkan jenis
kelamin

Banyaknya Anak yang mengikuti
pendidikan kesetaraan berdasarkan
kecamatan

Banyaknya peserta didik di pusat kegiatan
belajar masyarakat per kecamatan

Klasifikasi

Jenis
Kelamin

Status Siswa

Agama

Jenis
Kelamin

Wilayah
(Kecamatan)

Wilayah
(Kecamatan)

Ukuran

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Satuan

Orang

Orang

Orang

Orang

Orang

Orang

Periode

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Akses

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Cakupan
Wilayah

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten

Kecamatan

Kecamatan
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No

43

44

45

46

47

48

49

50

Nama Daftar Kode

Data Standart
Statistik
berdasarkan
Kecamatan
Jumlah Siswa SD

Berdasar Status
Siswa

Jumlah Siswa SD
berdasarkan
Agama

Jumlah Siswa SD
berdasarkan
jenis kelamin

Jumlah Siswa SD
berdasarkan
Kecamatan
Jumlah Siswa
SMP Berdasar
Status Siswa

Jumlah Siswa
SMP berdasarkan
Agama

Jumlah Siswa
SMP berdasarkan
jenis kelamin

Jumlah Siswa
SMP berdasarkan
Kecamatan

Kode
referensi

1.01

1.01

1.01

1.01

1.01

1.01

1.01

1.01

Urusan
Bidang

Bidang
Pendidikan

Bidang
Pendidikan

Bidang
Pendidikan
Bidang
Pendidikan
Bidang
Pendidikan
Bidang
Pendidikan
Bidang

Pendidikan

Bidang
Pendidikan

Konsep

Siswa

Siswa

Siswa SD
Berdasarkan
Jenis
Kelamin
Siswa SD
Berdasarkan
Kecamatan
Siswa SMP
Berdasar
Status
Siswa

Siswa SMP
Berdasarkan
Agama
Siswa SMP
Berdasarkan
Jenis
Kelamin
Siswa SMP
Berdasarkan
Kecamatan

Definisi

Banyaknya Anak yang mengikuti
pendidikan jenjang dasar berdasarkan
status siswa

Banyaknya Anak yang mengikuti
pendidikan jenjang dasar berdasarkan
agama

Banyaknya Anak yang mengikuti
pendidikan jenjang dasar berdasarkan
jenis kelamin

Banyaknya anak yang mengikuti
pendidikan jenjang dasar berdasarkan
kecamatan

Banyaknya Anak yang mengikuti
pendidikan jenjang pendidikan menengah
pertama berdasarkan status siswa

Banyaknya Anak yang mengikuti
pendidikan jenjang pendidikan menengah
pertama berdasarkan agama

Banyaknya Anak yang mengikuti
pendidikan jenjang pendidikan menengah
pertama berdasarkan jenis kelamin

Banyaknya Anak yang mengikuti
pendidikan jenjang pendidikan menengah
pertama berdasarkan kecamatan

Klasifikasi

Status Siswa

Agama

Jenis
Kelamin

Wilayah
(Kecamatan)

Status Siswa

Agama

Jenis
Kelamin

Wilayah
(Kecamatan)

Ukuran

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Satuan

Orang

Orang

Orang

Orang

Orang

Orang

Orang

Orang

Periode

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Akses

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Cakupan
Wilayah

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten

Kecamatan

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten

Kecamatan
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No

51

52

53

54

55

Nama Daftar
Data

Persentase
Organisasi
Pemuda yang
Aktif

Rerata
Kemampuan
Literasi SD
berdasarkan
Asesmen
Nasional (SPM)
Rerata
Kemampuan
Numerasi SD
berdasarkan
Asesmen
Nasional (SPM)
Rerata
Kompetensi
Literasi SMP
berdasarkan
Asesmen
Nasional (SPM)
Rerata
Kompetensi
Numerasi SMP
berdasarkan
Asesmen
Nasional (SPM)

Kode
referensi

2.19

1.01

1.01

1.01

1.01

Urusan
Bidang

Bidang
Kepemudaan
dan

Olahraga
Bidang
Pendidikan

Bidang
Pendidikan

Bidang
Pendidikan

Bidang
Pendidikan

Konsep

Organisasi
Pemuda

Literasi

Numerisasi

Kemampuan
Literasi
siswa

SMP

Kemampuan
Numerisasi
siswa SMP

Definisi Klasifikasi
Banyaknya organisasi pemuda yang aktif

dibanding dengan jumlah seluruh

organisasi pemuda

skor yang dicapai dalam Asesmen
Nasional, yang mengukur kemampuan
siswa dalam memahami, menggunakan,
dan merefleksikan makna dari berbagai
jenis teks.

skor yang dicapai dari mengukur
kemampuan siswa dalam berpikir
menggunakan konsep, prosedur, fakta,
dan alat matematika untuk
menyelesaikan masalah sehari-hari dalam
berbagai konteks yang relevan.

skor yang dicapai dalam Asesmen
Nasional, yang mengukur kemampuan
siswa dalam memahami, menggunakan,
dan merefleksikan makna dari berbagai
jenis teks.

skor yang dicapai dari mengukur
kemampuan siswa dalam berpikir
menggunakan konsep, prosedur, fakta,
dan alat matematika untuk
menyelesaikan masalah sehari-hari dalam
berbagai konteks yang relevan.

Ukuran Satuan

Persentase Persen

Rata-rata

Rata-rata

Rata-rata

Rata-rata

Periode

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Akses

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Cakupan
Wilayah

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten
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No

56

57

58

59

60

61

Nama Daftar

Data

Sarana dan

Prasarana SD

Sarana dan

Prasarana SMP

Status
Akreditasi
PAUD/TK

Status
Akreditasi
Pendidikan
Kesetaraan
Status
Akreditasi
SD

Status
Akreditasi
SMP

Kode

Standart

Statistik

10320001

10320001

10320001

10320001

Kode
referensi

1.01

1.01

1.01

1.01

1.01

1.01

Urusan
Bidang

Bidang
Pendidikan

Bidang
Pendidikan

Bidang
Pendidikan

Bidang
Pendidikan

Bidang
Pendidikan

Bidang
Pendidikan

Konsep

Sarana
Prasarana

Sarana
Prasarana

Status

Akreditasi

Status
Akreditasi

Status
Akreditasi

Status
Akreditasi

Definisi

Fasilitas atau alat yang digunakan untuk
mendukung suatu kegiatan atau aktivitas
pada sekolah dasar

Fasilitas atau alat yang digunakan untuk
mendukung suatu kegiatan atau aktivitas
pada sekolah menengah pertama

Status penjaminan mutu/kualitas
lembaga pendidikan anak usia dini yang
diberikan oleh badan yang berwenang
berdasarkan syarat dan kriteria tertentu.
Status penjaminan mutu/kualitas
lembaga pendidikan kesetaraan yang
diberikan oleh badan yang berwenang
berdasarkan syarat dan kriteria tertentu.
Status penjaminan mutu/kualitas
lembaga pendidikan sekolah dasar yang
diberikan oleh badan yang berwenang
berdasarkan syarat dan kriteria tertentu.
Status penjaminan mutu/kualitas
lembaga pendidikan sekolah menengah
pertama yang diberikan oleh badan yang
berwenang berdasarkan syarat dan
kriteria tertentu.

Klasifikasi

Jenis Sarana
dan
Prasarana
Jenis Sarana
dan
Prasarana
Jenjang
Akreditasi

Jenjang
Akreditasi

Jenjang
Akreditasi

Jenjang
Akreditasi

Ukuran

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Satuan

Unit

Unit

Unit

Unit

Unit

Unit

Periode

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Akses

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Cakupan
Wilayah

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten
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